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ABSTRACT 

 The purpose of this study was to analyze the achievement of the vision and 

mission of the Regent of Simeulue Regency for the period 2017-2022 and to 

determine the obstacles in achieving the vision and mission of the regent of 

Simeulue Regency 2017-2022. This research is a descriptive study with a 

qualitative approach that describes the problems discussed based on the relevant 

data obtained and interpreting the data referred to as an analysis process to find 

the relevance between variables. The results show that the achievement of the 

Simeulue Regent's Vision and Mission for the 2017-2022 period has currently 

been achieved but has not been maximized so there is a need for a new 

breakthrough in improving the performance of the Simeulu district government in 

order to achieve the overall vision and mission. Obstacles in Achieving the Vision 

and Mission of the Regent of Simeulue for the 2017-2022 period include internal 

factors, namely finance, economic resources and human resources, while external 

or external constraints in achieving the vision and mission of the regent include 

program policies based on the results of an agreement between the regent and the 

local DPRK so that the program being implemented was not in line with the 

district head's mission. 

 

Keywords: Realization, Vision and Mission 
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pencapaian Visi dan 

Misi Bupati Kabupaten Simeulue  periode 2017-2022 dan untuk mengetahui 

kendala dalam Pencapaian Visi dan Misi bupati Kabupaten Simeulue 2017-2022. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang 

menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data-data yang relevan 

diperoleh serta menafsirkan data-data yang dimaksud sebagai suatu proses analisa 

untuk mencari relevansi antar variabel.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Pencapaian Visi Misi Bupati Simeulue Periode 2017-2022 pada saat ini sudah 

tercapai namun belum maksimal sehingga perlu adanya trobosan baru dalam 

meningkatkan kinerja pemerintah kabupaten simeulu demi tercapainya visi misi 

secara menyeluruh. Kendala dalam Pencapaian Visi Misi Bupati Simeulue 

Periode 2017-2022 diantaranya adalah Faktor internal yaitu keuangan, sumber 

daya ekonomi dan SDM, sedangkan Faktor kendala dari luar atau eksternal dalam 

pencapaian visi misi bupati adalah diantarnya adalah Kebijakan program 

berdasarkan hasil kesepakatan antara bupati dan DPRK setempat sehingga 

program yang dijalankan tidak selaras dengan misi bupati.   

Kata Kunci : Realisasi, Visi  dan Misi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan 

perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka 

pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi 

arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. 

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-

tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan 

didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah 

dalam jangka waktu tertentu yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan apa 

yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai 

bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat, pemerintah harus melaksanakan pembangunan. Selain untuk 

memelihara keabsahannya (legitimasi), pemerintah juga akan dapat membawa 

kemajuan bagi masyarakatnya sesuai dengan perkembangan zaman. Upaya 

perwujudan visi tersebut tentu melalui perumusan misi penyelenggaraan 

pemerintahan, dan secara praktis, implementasi misi penyelenggaraan 

pemerintahan dilakukan melalui tahapan formulasi kebijakan yang melahirkan 

program dan kegiatan pembangunan. Idealnya, dalam formulasi kebijakan dan 
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implementasi harus terintegrasi dan konsisiten baik secara konseptual maupun 

penerapannya.  

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan secara nasional, 

berdasarkan prinsip otonomi  dan desentralisasi, pemberian kewenangan yang luas 

kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih 

mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan 

nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antara daerah. Berdasarkan 

pertimbangan ini, ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini pada dasarnya 

mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan 

dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjaminadanya 

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,serta 

pengendalian dan pengawasan. (Darise 2008 

Bupati  Kabupaten Simeulue bapak H. Erli Hasyim, SH, S.Ag, M.I.Kom 

dan wakil Bupati  Ibu Hj. Afrida Wati, dalam kepemimpinannya seorang petugas 

pemerintah memiliki visi yakni “terwujudnya Simeulue yang maju, sejahtera da 

bermartabat yang berbingkai masyarakat yang madani”. Dimana dengan visi ini 

pemerintah bertujuan untuk mewujudkan agar daerah Simeulue  menjadi daerah 

yang maju, mandiri dan masyarakatnya sejahtera, sebab sebelumnya dapat kita 

lihat bahwa, meski daerah semelue itu tida terlalu luas namun kesejahteraan tidak 

perna dirasakan masyarakat, bahkan banyak masyarakat yang karang mampu, hal 

ini dikarenakan pemerintah belum sukses dalam pengimplementasian visi dan 

misinya.   
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Sedangkan misi Pemerintahan Kabupaten Simeulue di bawah 

kepemimpinan Bupati  dan Wakil Bupati  Periode 2017-2022 adalah: (1) 

Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya 

manusia yang unggul dan berdaya saing. (2) Mewujudkan pelayanan kesehatan 

yang berkualitas, terjangkau dan merata. (3) Meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan pemanfaatan teknologi. (4) 

Mewujudkan tat kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah. (5) 

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan fasilitas umum. (6) 

Mengelola sumber daya alam secara optimal, berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan. (7) Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian. (8) 

Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang rukun dan harmoni dengan 

pengalaman nilai-nilai syariat. (9) Membangun hubungan baik dengan pemerintah 

daerahlain, pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. 

Bedasarkan misi diatas peneliti berfokus pada peningkatkan kesejahteraan 

masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan pemanfaatan teknologi. Dimana 

dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan 

Bupati  Simeulue sudah menciptakan d iklim dan kondisi yang dapat mendorong 

pertumbuhan dalam pengembangannya. Salah satu upaya untuk menciptakan 

iklim usaha yang kondusif, memfasilitasi pembinaan, pendampingan langsung 

maupun peningkatan permodalan walupun misi ini belum berjalan 100 persen. 

Dalam beberapa masalah mendasar dalam pengembangan usaha yang menjadi 

basis ekonomi kerakyatan antara lain keterbatasan modal dan bahan baku. 

 Melihat dari visi misi yang sudah dituangkan pada waktu kampanye dulu 

dengan slogan "Simeulue Sejahtera", kenyataan, sekarang masih jauh dari apa 
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yang diharapkan, sementara pada tanggal 20 Juli 2019, tepat 2 tahun masa 

pemerintahan Erly Hasyim-Afridawati sebagai Bupati  dan Wakil Bupati  

Simeulue. Hal itu disampaikan Ketua umun Ikatan Pemuda Pelajar dan 

Mahasiswa Simeulue (IPPELMAS) Banda Aceh, Isra Fu'addi melalui pers 

releasenya yang diterima PemburuNews, Sabtu (20/07/2019)."Simeulue Belum 

Sejahtera," kata Isra. Isra menyebutkan, ada 5 program khusus yang dijanjikan, 

yakni, memutuskan kontrak kerjasama pengelolaan dan kerjasama (KSO) antara 

PDKS dan PT Kasama ganda dan merehabilitasi tanaman yang sudah rusak/mati, 

melanjutkan perjuangan untuk merealisasikan pemekaran kabupaten selaut 

besar.Ia melanjutkan, sementara janji lainnya, memberikan bantuan beasiswa 

kepada pelajar dan mahasiswa Simeulue yang berprestasi dan kurang mampu 

sampai ketingkat S3, mengupayakan peningkatan gaji bagi tenaga honor daerah, 

tenaga kontrak dan bakti, minimal sesuai dengan upah minimum regional 

(Pemburu News, 2019). 

Permasalahan yang paling menadasar yang secepatnya harus di capai pada 

pemerintahan Bupati  Simeulue periode 2017-2022 adalah Meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan pemanfaatan 

teknologi, sebab kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan 

pemanfaatan teknologi menjadi hal yang paling mendasar yang harus di atasi oleh 

pemerintah kerena ini menjadi penentu berhasil atau tidaknya implentasi visi dan 

misi pemerintah. Permasalahan tersebut seperti hal nya adanya sifat lebih 

mengedepankan daerah asalnya ataupun daerah-daerah yang lebih banyak 

mendukung, sementara yang daerah yang kurang mendukung kepemimpinannya 

itu maka kurang diperhatikan. Permasalahan Iainnya yaitu masih adanya penerima 
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maanfaat yang tidak tepat sasaran, lalu belum massifnya pemanfaatan Basis Data 

Terpadu (BDT) Rumah Tangga Miskin sebagai prioritas utama dalam penetapan 

sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan, dan terakhir 

kurang akuratnya Basis Data Terpadu (BDT) Rumah Tangga Miskin Kabupaten 

Simeulue. Masalah-masalah ini tentu akan menjadi penghambat visi misi Bapak 

Bupati  dalam mewujudkan Simeulue Sejahtera. Untuk itu, menurut perlu 

dilakukan penguatan koordinasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan 

Kabupaten Simeulue. 

Berdasarkan masalah tersebut maka penulis ingin mengkaji tentang 

penelitian “Analisis Pencapaian Visi Misi Bupati  Simeulue Periode 2017-

2022”. 

1.2 Rumusan Masalah 

          Rumusan Masalah yang ingin dilihat dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Apa saja Pencapaian Visi Misi Bupati  Simeulue Periode 2017-2022 yang  

sudah tercapai dan belum tercapai? 

2. Apa saja kendala Pencapaian Visi Misi Bupati  Simeulue Periode 2017-

2022 yang sudah tercapai dan belum tercapai? 

1.3 Tujuan Penelitian 

          Dari rumusan masalah di atas maka, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai beriku: 

1. Untuk mengetahui analisis Pencapaian Visi dan Misi Bupati  Kabupaten  

Simeulue  periode 2017-2022. 
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2. Untuk mengetahui kendala dalam Pencapaian Visi dan Misi Bupati   

Kabupaten Simeulue 2017-2022 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1.  Manfaat teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai Analisis Pencapaian Visi Misi Bupati  Simeulue Periode 2017-

2022. 

2. Dapat memotivasi peneliti lain untuk meneliti kembali variabel yang 

samaatau berbeda dalam rangka penerapan ilmu terutamaAnalisis 

Pencapaian Visi Misi Bupati  Simeulue Periode 2017-2022. 

3. Dapat menjadi bahan referensi bagi arsip perpustakaan Universitas Teuku 

Umar meulaboh dan perpustakaan Fisip Universitas Teuku Umar 

Meulaboh. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

pihakmasyarakat untuk meningkatkanAnalisis Pencapaian Visi Misi 

Bupati  Simeulue Periode 2017-2022. 

2. Bagi penulis agar dapat mengetahui Studi Analisis Pencapaian Visi Misi 

Bupati  Simeulue Periode 2017-2022 disamping itu  juga merupakan 

bentuk sumbangan fikiran yangbermanfaat bagi pengunjung lainya, 

khususnya dibidang ilmu administrasi negara. 

3. Semoga menjadi informasi bagi peneliti lain yang mengkaji tentang  Studi 

Analisis Pencapaian Visi Misi Bupati  Simeulue Periode 2017-

2022khususnya di perpustakaan Universitas Teuku Umar. 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dalam penulisan ini maka penulis telah membagi 

tulisan ini kedalam bagian yang meliputi: 

BAB I  : Pendahuluan  

Dalam bab ini membahas mengenai Latar Belakang, Rumusan    

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Dan Sistematika  

Pembahasan. 

BAB II :   Tinjauan Pustaka  

Dalam Bab  ini akan memaparkan mengenai Penelitian Terdahulu, 

Teori Pencapaian, Pemerintaahan, Bupati , Visi Misi Bupati  

Semeulue. 

BAB III  :  Metodologi penelitian 

 Dalam Bab ini terdiri dari metode penelitian, sumber data dan teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data dan pengujian kredibilitas data 

BAB IV Hasil Penelitian 

 Penulisan pada bab ini terdiri dari deskripsi lokasi dan temuan hasil 

penelitian  

BAB V Pembahasan 

 Penulisan pada bab ini terdiri dari pembahasan hasil wawancara yang 

dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB VI Penutup 

 Penulisan pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian yang telah penulis lakukan. 
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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan, diantaranya dapat kita lihat seperti bawah ini: 

Hasil penelitian Efri Noviato (2013) tentang “ evaluasi kinerja 

pemerintahan gerbang raja”, menunjukkan bahwa pemerintah gerbang raja sudah 

melaksanakan kinerjanya dengan sangat baik dan dan masyarakat merasa sudah 

puas terkait pelaksanaan pelayanan yang diberikan pemerintah, yakni di tahun 

2013 pencapayannya sudah 70,18% telah di implementasikan oleh pemerintah. 

Hasil penelitian Dwi Sukaningtyas, Djam’an Satori (2016) tentang 

“pengembangan kapasitas manajemen sekolah dalam membangun pemahaman 

visi dan misi”. menunjukkan bahwa sekolah yan membangun pemahaman visi dan 

misi berdasarkan nilai-nilai luhur pendiri lebih memiliki dasar kuat untuk 

pengembangan kapasitas manajemen sekolah. Dan tujuan penelitian ini untuk 

mendiskripsikan dan menganalisis kapasitas manajemen sekolah dalam 

membangun vii dan misi.  

Hasil penelitian Taslim Sahmad, Deddy T. Tikson, H. Badu Achmad 

(2012) tentang “gaya kepemimipinan Bupati  luwu di Balopa Provinsi Sulawesi 

Selatan: pandangan managerial grid”. Menunjukkan hasil penelitian bahwa Bupati  

luwu menerapkan gaya kepemimpinan managerial grid 6,7. Dimana tujuan 

penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis gaya kepemmimpinan 

Bupati  luwu sesuai dengan managerial grid. 
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Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang akan penulis lakukan adalah sama-sama melakukan penelitian tentang visi 

misi pemerintahan, sedangkan perbedaanya penelitian peneliti, yakni peneliti 

lebih ke Analisis Pencapaian Visi Misi Bupati  Simeulue Periode 2017-2022. 

2.2  Pemerintahan Daerah 

 Menurut ketentuan umum Pemerintah Daerah yaitu Undang-Undang No. 5 

tahun 2015, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014.  

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa studi 

menunjukkan bahwa akar permasalahan administrasi pemerintahan dan perizinan 

perkotaan adalah prosedur yang berbelit-belit dan tidak transparan, sehingga 

konsep birokrasi lebih dikenal dan diartikan sebagai suatu yang menyusahkan 

karena berbelit-belit, tidak efisien dan korup.  

Oleh karna itu pemerintah daerah memiliki tujuan dari fungsi pelayanan 

publik maka harus terus ditingkatkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. 

Sisi kuantitas dapat dilakukan dengan memperbanyak jumlah masyarakat yang 

dapat dilayani, dan menambah waktu pelayanan, sedangkan sisi kualitas dapat 

dilakukan dengan mengurangi kesalahan pelayanan, kecepatan pelayanan, dan 

kemudajan pelayanan. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan tentu saja 

terkait dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparat pelaksana 

unit-unit publik tersebut. Oleh karena itu, pemerintah sebagai organisasi yang 

mempunyai aparat harus mampu mengembangkan dan mendayagunakan mereka, 
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sehingga dapat meningkatkan kualitas mereka. Peningkatan kualitas aparat dapat 

dilakukan dengan memanfaatkan berbagai fungsi dan kegiatan bagian 

kepegawaian (personalia) untuk menjamin bahwa mereka diperankan secara 

efisien dan efektif. 

Efisiensi dan efektifitas pendayagunaan aparat dapat dilihat dari tingkat 

produktifitas yang tinggi sebagaimana diungkapkan Sutermeister yang dikutip 

oleh Suparlan (2000), bahwa produktifitas akan tergantung pada kinerja aparat. b. 

Otonomi Daerah Dalam UU No. 5 tahun 2015 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi 

daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Suparmoko 

(2012:61) mengarikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasar aspirasi masyarakat.  

Sesuai dengan penjelasan UU No. 5 Tahun 2015 bahwa pemberian 

kewenangan otonomi daerah dan kabupaten/kota didasarkan kepada desentralisasi 

dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dalam pasal 1 

ayat 7, 8, 9 UU No. 5 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, ada 3 dasar 

sistem hubungan antara pusat dan daerah, yaitu: 1) Desentralisasi, yaitu 

penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2) Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah kepada gubernur 

sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertical di wilayah tertentu. 3) 

Tugas pembentukan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa 
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atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan serta mempertanggungjawabkan 

pelaksanaannya kepada yang menugaskan.  

Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatankegiatan 

pembanguan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Berkaitan 

dengan hakekat otonomi daerah tersebut yang berkenaan dengan pelimpahan 

wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan 

pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 

masyarakat maka pelayanan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk 

mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja 

yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara 

efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik 

perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan 

analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat 

kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat 

kemampuan/kemandirian dasar (Yuliati, 2001: 22).  

Tujuan otonomi daerah menurut penjelasan UU No. 5 Tahun 2015 pada 

dasarnya adalah otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan 

pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, 

menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis 

dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, 

mengurangi beban pemerinah pusat dan campur tangan di daerah yang akan 

memberikan peluang unuk koordinasi tingkat lokal. Pemberian otonomi daerah 

juga harus diikuti dengan serangkaian reformasi sektor publik. Dimensi reformasi 



12 
 

 
 

sektor publik tersebut tidak sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi 

menyangkut pembaruan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya 

lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, 

dan akuntabel sesuai dengan cita cita reformasi yaitu menciptakan good 

governance benar-benar tercapai. 

2.3  Pencapaian/Kinerja 

Pencapaian merupakan kondisi yang harus diketahui dan informasikan 

kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu 

instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui 

dampak positif dan negatif suatu kebijakan opersional yang diambil. Dengan 

adanya informasi mengenai kinerja suatu instansi pemerintah, akan dapat diambil 

tindakan yang diperlukan seperti koreksi atas kebijakan, meluruskan kegiatan-

kegiatan utama, dan tugas pokok instansi, bahkan untuk perencanaan, menentukan 

tingkat keberhasilan instansi untuk memutuskan suatu tindakan, dan lain-lain. 

kinerja (performance) dengan prestasi kerja yaitu proses melalui organisasi 

mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan (Handoko, 2011:63). 

Berikut adalah beberapa pengertian kinerja oleh beberapa pakar yaitu: 

a. Menurut Winardi (2012:43) kinerja merupakan konsep yang bersifat 

universal yang merupakan efektivitas operasional suatu organisasi, bagian 

organisasi dan bagian karyawannya berdasarkan standar dan kriteria yang 

telah ditetapkan sebelumnya, karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh 

manusia, maka kinerja sesungguhnya merupakan perilaku manusia dalam 

memainkan peran yang mereka lakukan dalam suatu organisasi untuk 
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memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan agar membuahkan tindakan 

dan hasil yang diinginkan. 

b. Menurut Gomes (2010:18) kinerja merupakan catatan terhadap produksi dari 

sebuah pekerjaan tertentu atau aktivitas tertentu dalam periode waktu tertentu. 

Menurut Dessler (2007:28) penilaian pencapaian terdiri dari tiga langkah, 

pertama mendefinisikan pekerjaan berarti memastikan bahwa atasan dan bawahan 

sepakat dengan tugas-tugasnya dan standar jabatan.Kedua, menilai kinerja berarti 

membandingkan kinerja aktual atasan dengan standar-standar yang telah 

ditetapkan, dan ini mencakup beberapa jenis tingkat penilaian. Ketiga, sesi umpan 

balik berarti kinerja dan kemajuan atasan dibahas dan rencana-rencana dibuat 

untuk perkembangan apa saja yang dituntut. 

Menurut Hariandja (2007:52) bahwa pencapaian merupakan hasil kerja 

yang dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai 

peranannya dalam organisasi. Kinerja juga berarti hasil yang dicapai seseorang 

baik kualitas maupun kuantitas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya.Selain itu kinerja seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, 

inisiatif, pengalaman kerja dan motivasi karyawan. Hasil kerja sesorang akan 

memberikan umpan balik bagi orang itu sendiri untuk selalu aktif melakukan 

pekerjaan secara baik dan diharapkan akan menghasilkan mutu pekerjaan yang 

baik pula. Pendidikan mempengaruhi kinerja seseorang karena dapat memberikan 

wawasan yang lebih luas untuk berinisiatif dan berinovasi dan selanjutnya 

berpengaruhi terhadap kinerja. 

Pengertian pencapaian dapat didefinisikan sebagai hasil kerja yang telah 

dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai 
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dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya 

mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar 

hukum dan sesuai moral maupun etika.Kinerja keuangan adalah penentuan secara 

periodik tampilan keuangan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 2008: 480). 

Pencapaian/Kinerja aparat di dalam pekerjaannya pada dasarnya akan 

dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tertentu, yaitu kondisi yang berasal dari dalam 

individu yang disebut dengan faktor individual, dan kondisi yang berasal dari luar 

individu yang disebutyang disebut dengan fakor situasional. Faktor individual 

meliputi jenis kelamin, kesehatan, pengalaman, dan karakterisik psikologis yang 

terdiri dari motivasi, kepribadian, dan locus of control. Adapun faktor situasional 

meliputi kepemimpinan, prestasi kerja, hubungan sosial dan budaya organisasi 

(Falikhatun, 2003). 

2.4 Visi Misi Bupati  Simeulue Periode 2017-2022 

Menurut    Scott    A.Bernard    (2005,    p117),    sebuah    visi 

mendeskripsikan   secara   singkat   strategi   kompetitif dari   sebuah perusahaan. 

Pernyataan visi harus pendek dan mudah di ingat. Sebuah pernyataan visi lebih 

dari sekedar slogan iklan, sebuah pernyataan visi ditujukan  pada  semua  anggota  

dari  perusahaan  untuk mengerti  arah dan tujuan utama yang sedang dituju, agar 

dapat mengkomunikasikan visi tersebut keluar dan kedalam perusahaan.  

Menurut  Scott  A. Bernard  (2005,  p 117),  sebuah  pernyataan misi    

mendeskripsikan    secara    ringkas    tujuan    dari    perusahaan. Pernyataan  misi  

ini  biasanya  panjang  untuk  menjelaskan  poin  pada misi tetapi tidak terlalu 
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mendetail. Sebuah pernyataan misi menjawab pertanyaan “Siapakah kami?” pada 

tingkat keseluruhan perusahaan. 

Bupati  Kabupaten Simeulue periode 2017-2022 adalah Bapak H. Erli 

Hasyim, SH, S.Ag, M.I.Kom dan wakil Bupati  adalah Ibu Hj. Afridawati.  

Pemerintahan Kabupaten Simeulue di bawah kepemimpinan Bupati  dan Wakil 

Bupati  Periode 2017-2022 memiliki visi dan misi yati dimana visinya adalah:  

(1) Adil, yaitu masyarakat Simeulue yang memiliki aksesdan jangkauan layanan 

kesehatan, ekonomi dan infrastruktur yang merata dan proposional diseluruh 

Kecamatan tidak timpang.  

(2) Sejahtera, yaitu suatu kondisi terpenuhnya hak-hak dasar secara layak 

mencakup pemenuhan pangan, pelayanan kesehatan, pekerjaan dan 

kesempatan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya 

alam dan lingkungan hidup, rasa aman dan tenteram serta pemenuhan hak 

untuk berpartisipasi dalam hal pembangunan, politik dan sosial 

kemasyarakatan. 

(3) Nilai-Nilai Syariat, yaitu suatu kondisi meningkatnya nuansa-nuansa islami 

dalam hidup dan kehidupan masyarakat yang ditandai dengan penerapan 

nilai-nilai islam kaffah dalam seluruh aktifitas, berakhlak mulia, jujur dan 

adil, bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu pengetahuan tinggi, terwujudnya 

keluarga sakinah serta memelihara hubungan yang harmonis sesama antar 

umat beragama. 

Sedangkan misi Pemerintahan Kabupaten Simeulue dibawah 

kepemimpinan Bupati  dan Wakil Bupati  Periode 2017-2022 adalah:  
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(1) Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya 

manusia yang unggul dan berdaya saing. 

(2) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan merata. 

(3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan 

pemanfaatan teknologi. 

(4) Mewujudkan tat kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah. 

(5) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan fasilitas umum. 

(6) Mengelola sumber daya alam secara optimal, berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan. 

(7) Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian. 

(8) Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang rukun dan harmoni dengan 

pengalaman nilai-nilai syariat. 

(9) Membangun hubungan baik dengan pemerintah daerahlain, pemerintah Aceh 

dan pemerintah pusat. 

2.5 Teori  Perencanaan Pembangunan Daerah 

2.5.1    Perencanaan Pembangunan Daerah 

Dalam peraturan pemerintah No.8 Tahun 2008 Dikemukakan bahwa 

“Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan 

tahapan kegiatan yangg melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di 

dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam 

rangka meningkatkan kkesejahtraan sosial dalam suatu lingkungan 

wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu”. Proses perencanaan pembangunan 

dapat di bagi menjadi empat proses (permendagri 54/2010),yaitu : 
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1. Proses Teknokaratik 

Perencanaan yang di lakukan oleh perencanaan profesional, atau oleh 

lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan 

perencanaan.Pendekatan teknokaratik dalam perencanaan pembangunan daerah 

yaitu dengan mengguunakan metode dan kerangka berpikir ilmia untuk mencapai 

tujuan dan sasaran pembangunan daerah. 

Metode dan kerangka berpikir ilmiah merupakan proses keilmuan untuk 

memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan 

berdasarkan bukti fisis, data ddan informasi yang akurat, serta dapat di 

pertanggung jawabkan, metode dan kerangka berpikir ilmia, antara lain di 

gunakan untuk: 

a. Me-review menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu; 

b. Merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan 

pemerintahan daerah masa kini; 

c. Merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran 

pembanggunan daerah; 

d. Merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah; 

e. Merumuskan prioritas kemampuan keuangan daerah dan sumber data 

lainya berdasarkan berkembang kondisi makro ekonomi; 

f. Merumuskan prioritas prokgeram dan kegiatan SKPD berbasis kinerja; 

g. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capayan . 

lokasi serta kelompok sasaran program /kegiatan pembangunan daerah 

dengan mepertimbangkan SPM; 
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h. Memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang 

direncanakan ,serta perkiraan maju untuk satu tahun berikutnya; daan 

i. Menetapkan SKPD penanggung jawab pelaksana, pengendalian dan 

efakuasi rencana pembangunan daerah. 

2. Proses Partisipatif  

           Perencanaan yang melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan 

(stakeholders) antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang. Pendekatan partipatif 

dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stkeholders) 

dengan mempertimbangkan : 

a. Relavansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses 

pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen 

perencanaan pembangunan daerah; 

b. Kesejahtaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan 

dan non-pemerintahan dalam pengambilan keputusan; 

c. Adanya teransparansi dan angkuntabilitas dalam proses perencanaan serta 

melibatkan media massa; 

d. Keterwakilan seluru segmen masyarakat,termasuk kolpok masyarakat 

rentan terrnarjinalkan dan pengarusutamaan gender; 

e. Terciptanya rasa memiliki terhadapn dokumen perencanaan pembangunan 

daerah ; dan  

f. Terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semuatahapan penting 

pengambilan keputusan , seperti rumusan priorotas isu dan permasalahan, 

perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program; 
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3. Proses Politik 

           Pemilihan lansung dipandang sebagai proses perencanaan karena 

menghasilkan rencana pembangunan dalam bentuk visi, misi, dan program yang 

ditawarkan Presiden/Kepala Daera terpilih selama kompanye. Pendekatan politis 

di masukan bahwa program –program pembangunan yang di tawarkan masing-

masing calon kepalah daerah dan wakil kepalah daerah terpilih pada saat 

kampanye, disusun kedalam rancangan RPJMD, melalui:  

a. Penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program 

kepala daerah dan wakil kepalah daerah kedalam tujuan, starategi, 

kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan; 

b. konsoltasi pertimbangan dari landasan hukum, teknik penyusunan, 

sinkronisasi dan sinergi pencapayan sasaran pembangunan nasional dan 

pembangunan daerah; dan  

c. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk 

penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan. 

4. Proses Bottom-up dan Top-down 

           Perencanaan yang aliran peroses dari atas kebawah atau dari bawah keatas 

dalam hierarki pemerintahan. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah 

bahwa-atas {bottom-up} dan atas bawah {top-down}, hasilnya diselesaikan 

melalui musawarah yang dilaaksanakan mulai dari desa , kecamatan, 

kabupate/kota, provensi dan nasional , sehingga terciptanya sinkronisasi dan 

sinergi pencapayan sasran rencana pembangunan nasional dan rencana 

pembangunan derah. Perencanaan pembangunan dirumuskan (Permendagri 

54/2010) secara: 
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1. Teransparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi. jujur,dan tidak diskriminatif tentang 

penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas 

hak asasi pribadi, golonhan, dan rahasia Ne gara; 

2. Respontif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai ptensi, masalah, dan 

perubahan yang terjadi di daerah; 

3. Efesien, pencapayan keluar tertentu dengan masukan terenda atau 

masukan terendah dengan keluaran maksimal ; 

4. Efektif, yaitu kemampuang mencapai target dengan suber daya yang 

dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal; 

5. Akunntabel; yaituu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan 

pembangunan daerah harusdapat dipertanggung jawabkan kepada 

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan terting negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku; 

GTZ (German Technical Cooperation ) dan USAID – Clean Urban Project 

(2000) mendefinisikan perencanaan pembangunan Daerah adalah Suatu di 

sistematik dari berbagai pelaku (Aktor), baik umum (publik), swasta maupun 

kelompok masyarakat lainnya ada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi 

saling ketergantungan aspek – aspek fisik, sosial-ekonomi dan aspek - aspek 

lingkungan lainnya dengan cara : (a), terus menerus menganalisis kondisi dan 

pelaksanaan pembangunan daerah; (b), merumuskan tujuan- tujuan dan kebijakan 

kebijakan pembangunan daerah; (c), menyusun konsep strategi bagi pemecahan 

masalah (solusi), dan (d), melaksanakannya dengan menggunakan sumberdaya 

masalah sehingga peluang-peluang baru untuk meningkatkan capaian perencaan. 
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Perencanaan pada dasarnya adalah proses menentukan apa yang ingin 

dicapai dimasa akan datang (dalam satu lingkup waktu tertentu) serta menetapkan 

tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya Kartasasmita (dalam Ali 

Kabul Mahi, Sri Indra Trigunarso (2017)). Proses perencanaan dapat didekati 

dengan analisis sistem yang komponen-komponennya digambarkan sebagai 

berikut: 

   

Diagnosis masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tidak ?   

 

 

 

Gambar 2.1 Proses Perencanaan 
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a. Diagnosis Masalah  

Perencanaan dimulai dengan adanya ketidak puasan terhadap keadaan 

yang ada, berupa isu-isu yang berkembang dan dikembangkan. bila tidak ada isu 

atau masalah tentu tidak akan ada kebutuhan dan tidandakan. Diagnosis masalah 

tergantung pada gambaran keadaan yang diingkan, yang berfungsi sebagai sasran 

{goal} yang akan dituju. Pendefinisian masala ditujukan untuk mencari 

pemecahan masalah yang bersangkutan . Akan tetapi, definisi juga tergantung 

pada orinentasi analisis yang akan dilakukan oleh individu bersangkutan. 

b. Perumusan Tujuan  

Perumusan tujuan berkaitan dengan definisi masalah, oleh karena itu 

pendefinisian masalah merupakan hal yang sangat penting, Apabila definisi 

masalah dapat dibuat dengan jelas, maka pendefinisian tujuanpun dapat dilakukan 

dengan jenis. Tantangan yang tersulit dalam perencanaan adalah menerjemahkan 

tujuan-tujuan yang kabur dan saling tidak setaras dengan sasaran-sasaran 

oprasional yang ingin dicapai. Tujuan harus lebih dahulu dirumuskan sebelum 

rencana tidakakan dekembangkan dalam sasaran-sasaran jangka pendek ataupun 

jangaka panjang. 

c. Proyek dan Perkiraan  

Orientasi masa depan sangat ditekankan dalam definisi perencanaan. 

Produksi merupakan aspek yang penting dalam mengevaluasi dan penentukan 

alternati-alternatif yang mungkin tidak dilakukan. Evaluasi tidak dapat dilakukan 

tampa memproyeksikan dampak berbagai alternatif kedalam kndisi-kondisi yang 

mungkin terjadi di masa depan. Proyeksi dan perkiraan sangat tergantung pada 

data. Informasi yang kita miliki dan kontinustasi fenomena yang dianalisis. 
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d. Pengembangan Alternatif  

Suatu rencana yang baik tidak akanbkeluar dari serangkaian alternatif. 

Proses perencanaan sering kali mengabaikan pengembangan alternatif. Padahal 

tahap ini mempunyai pengaruh yang mendalam pada kualitas keputusan ahir, 

sebab keputusan tersebut berasal dari rangkaian pilihan yang akan dipilih dalam 

rencana tersebut. 

e. Analisis Kelayakkan  

Analisis kelayakkan mengajukan pertanyaan tentang setiap pilihan yang 

telah dikembangkan. Hambatan-hambatan  dalam pelaksanaan sebenernya muda 

untuk dikenali bila hambatan tersebut telah diperimbangkan lebih dahulu, namun 

yang sering terjadi justru hal ini diabaikan dalam perencanaan. Hambatan-

hambatan yang kurang nyata dapat berupa hambatan politik atau kelembagaan, 

dan hal-hal ini pun harus dipertimbangkan dalam suatu rencana yang realistis. 

f. Evaluasi  

Tahap evaluasi dimulai bila perencana telah mempunyai sejumlah 

alternatif yang diperkirakan akan dapat dilaksanakan. Bila hanya ada satu 

alternatif, maka harus ada keputusan “ya itu tidak”,yaitu untuk melasanakan 

rangkayan tindakan yang diusulkan atau tidak melakukan apa –apa sama 

skali.Suatu kriterial yang umum digunakan  adalah efisiensi. Aternatif mana yang 

memberikan hasil terbanyak dengan biaya yang sama. 

g. Pelaksanaan (Implementasi) 

Suatu komitmen politik yang kuat nampaknya merupakan suatu syarat 

yang diperlukan, walaupun belum tentu mencukupi. Tujuan-tujuan yang 

dideinisikan nsecara jelas, yang dapat diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran 
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yang dapat dimonitor, merupakan hal yang penting, akhirnya, proyek-proyek yang 

sederhana mempungai kemungkinan untuk dilksanakan lebih besar, karena 

organisasi pelaksana yang relatifnya otonomi dibandingkan dengan rencana 

(proyek) yang sifatnya kompeks dan memerlukan kerjasama dengan banyak unit 

yang saling bergantung (inter dependence). 

2.5.2 Prinsip Perencanaan Pembangunan  Daerah 

Seperti hal Sistem Prencanaan Pembangunan Nasional, makah 

perencanaan pembangunan daerah terdirih beberapa tahapan yang menghasilkkn 

dokumen-dokumen rencana. Namun dalam proses perencanaan pembangunan 

daerah, berpegang pada prinsi-prinsip sistem perencanaan pembangunan sebagai 

berikut (UU No 25/2004): 

1. Memperkuat kooperirasi/kemitraan antara politikus, masyarakat, pakar, 

dan aparat pemerintah pusat/daera dalam suatu rangkayan proses politik,  

proses teknokatik , proses partisipatif, dan proses bot-tom-up & top-

down. Teradisi perencanaan ini di kenal sebagai teradisi Analisis 

Kebijakan. 

2.  Merangkai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP), 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)-Rencana Strategis 

Suatu Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) dalam hubungan sinambungan antara 

dimensi materi, ruang, dan wktu yang nyata. 

3. Memastikan bahwa perencanaan pembangunan terpadi ini searah denga 

kebutuhan masyarakat dan priorotas politik; bahwa pelaksanaan rencana 
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pembangunan {daerah} tidak bisa dipisakandengan kekuasaan 

/kewenangan kepemimpinan penyelenggaraannya yang lahir dari poroses 

politik. Dalam koteks rencana pembangunan jangka menenga, poroses 

politik masuk sebagai bagian awal peroses perencanaan. 

4. Mengembangkan kesatuan antara proses-proses  perencanaan, 

pengelolaan kinerja, danpenganggaran; prinsip dssarnya adalah 

membiayai keluaran bukan membiayai kegiatan atau proyek. 

5. Memastikan pengembangan program- program, proyek- proyek, 

aktivitas- aktivitas, dan target- target ntuk mencapai stategi (rencana) 

pembangunan daerah; prinsip hubungan struktural dan oganik-batang-

ranting. 

6. Meemperkuat keterkaitan dan keerpaduan penyediaan pelayanan ke 

seluruh wilayah berdasarkan pendekatan sektor, kewilayahan, dan 

kelembagaan. 

7. Memberdayakan dan membudayakan pelaporan pertanggung jawaban 

kinerja dan keberhasilan secara jelas/eksplisit dan terukur, menuju 

objektivitas dan meningkatkan subjektivitas yang sejalan dengan 

meningkatkan kridibilitas komunikasi perencanaan. 

2.5.3 Tujuan dan Menfaat Perencanaan Pembangunan Daerah 

Tujuan  Perencanaan Pembangunan Daerah adalah penyusunan suatu 

rencana pembangunan yang merupakan pegangan atau acuan Pemerintah Daerah 

untuk melaksana pembangunannya yang di dasarkan pada kemampuan dan 

potensi sumber daya (alam dan manuasi) serta peluang-peluang ekonomi yang 

ada, sehinggah memungknkan dapat ditangkap secara cepat. Menfaat yang 
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diharapkan adalah terjadinya peningkatan kualitas/taraf hidup masyrakat sehingga 

menikmati kehidupan lebih baik dari sebelom nya dan daera dapat berkembang 

secara cepat dan berkelanjutan. 

 Perencanaan Pembangunan Daerah Menghasilkan Rencana Pembangunan 

Daerah yang menetapkan kegiatan-kegiatan pembangunan sosial-ekonomi. Fisik 

(infrastrukatur) yang dilaksanakan secarah terpaduh oleh sektoral, publik, dan 

swasta. 

 Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis membuat variabel penelitian 

dengan beberapa indikator 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan deskripti kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan 

fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-

dalamnya. Sedangkan tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif 

kualitatif,dimana penelitian ini mendeskripsikan menurut Moleong (2010:10). 

Wawancara mendalam dan survey terhadap subjek penelitian. 

Melalui pendekatan ini penulis akan menggambarkan masalah yang 

dibahas berdasarkan data-data yang relevan diperoleh serta menafsirkan data-data 

yang dimaksud sebagai suatu proses analisa untuk mencari relevansi antar 

variabel. Penelitian akan melihat Analisis Pencapaian Visi Misi Bupati  Simeulue 

Periode 2017-2022. 

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.2.1 Sumber Data 

1. Data Primer 

 Menurut Sugiyono (2012:187) data primer adalah data asli yang 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian secara 

khusus. Data primer dalam penelitian ini adalah data visi misi yang telah di capai 

oleh pemerintahan Bupati  Simeulue periode 2017-2022. 

2. Data Sekunder 

 Menurut Sugiyono (2012:187) data sekunder yaitu data yang telah 

dikumpulkan oleh pihak lain, bukan oleh peneliti sendiri. Data sekunder dalam 
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penelitian ini adalah data langsung yang diperoleh dari jawaban pedoman 

wawancarainformanpenelitian. 

3.2.2      Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu 

pengumpulan data dari dokumen barang-barang tertulis. Metode pengumpulan 

data primer dilakukan dengan cara: 

a. Pengamatan (Observasi) 

Metode ini dilakukan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan 

dilapangan agar memperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang 

diteliti.Peneliti melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mengamati 

sambil terus melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap segala bentuk 

informasi yang berkaitan dengan Analisis Pencapaian Visi Misi Bupati  

Simeulue Periode 2017-2022. 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara dilakukan dengan pihak yang berkompeten atau berwenang serta 

yang dianggap lebih mengetahui dan memahami masalah penelitian untuk 

memberikan informasi dan keterangan yang sesuai dengan apa yang dibutuh 

oleh peneliti. 

c. Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan cara mengambil foto dokumentasi yang 

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.  

3.3 Instrumen Penelitian 
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Menurut Subana dan Sudrajat(2012:127) instrumen penelitian merupakan 

alat bantu pengumpulan dan pengolahan data tentang variabel-variabel yang 

diteliti. Secara garis besar, instrumen terbagi 2 yaitu instrumen tes dan instrumen 

nontes.Instrumen tes dapat berupa tes objektif dan tes uraian, sedangkan 

instrumen yang tergolong nontes diantaranya dapat berupan angket, wawancara, 

observasi atau studi dokumentasi. 

Dalam penelitian tentangAnalisis Pencapaian Visi Misi Bupati  Simeulue 

Periode 2017-2022. 

3.4 Informan Penelitian 

Menurut Bungin (2011:133) informan adalah orang dalam latar 

penelitian.Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informan bagi 

penelitian ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang 

benar-benar terjangkau (Basrowi dan Suwandi, 2008:86). Pengertian lain dari 

informan ialah sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian dalam 

rangka cross check data. 

Cara pengambilan informan dalam penelitian ini ialah dengan teknik 

purposive sampling (pengambilan sampel dengan tujuan).Purposive sampling 

menurut Sugiyono (2012:85) adalah teknik penentuan sampel dengan 

petimbangan tertentu seperti orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa 

yang kita harapkan sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi 

sosial yang diteliti. Pada penelitian ini, informan yang peneliti ambil ialah sepuluh 

informan. 
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Tabel 3.1. 

Data Narasumber/Informan 

Narasumber/informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Staf Pemerintahan Bupati  

Simeulue 

b. Pengamat Politik Pemerintahan 

Simeulue 

c. Mahasiswa Simeulue 

d. Massyarakat 

2 Orang 

 

2Orang 

 

2 Orang 

4 Orang 

Jumlah          10 Orang 

 

3.5 Tehnik Analisa Data 

Analisa data yang dilakukan meliputi 3 kegiatan yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang dilakukan dengan cara 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan sesuai dengan tujuan 

penelitian yang akan dicapai, selain itu melakukan pembuangan terhadap 

data yang dianggap tidak perlu sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan-

kesimpula final yang diverifikasikan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data yaitu melakukan penyajian data dari keadaan atau 

fenomena sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 

3. Verifikasi atau menarik kesimpulan 

Dalam tahap ini peneliti membuat rumusan dengan prinsip logika, 

mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan 

mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokkan 

data yang telah terbentuk dan telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu 
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melaporkan hasil penelitian lengkap dengan temuan baru yang berbeda 

dari temuan yang sudh ada. 

3.6 Uji Kredibilitas  Data 

1. Triangulasi, yaitu tekhnik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar dta tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding data tersebut. Triangulasi dibagi menjadi 4 antara lain: 

a. Triangulasi Data 

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil 

wawancara, hasil observasi, atau juga dengan mewawancarai lebih dari 

satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. 

b. Triangulasi Pengamat 

Adanya pengamat diluar penelitian yang turut memeriksa hasil 

pengumpulan  data. Dalam penelitian ini Dosen pembimbing bertindak 

sebagai pengamat yang memberikan masukan terhadap hasil 

pengumpulan data. 

c. Triangulasi Teori 

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa 

data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini 

berbagai teori telah dijelaskan pada bab II untuk di pergunakan dan 

menguji terkumpulnya data tersebut. 

2. Memberchek, yaitu mengulang garis besar apa yang diungkapkan oleh 

informan pada akhir wawancara guna mengoreksi bila ada kesalahan serta 

menambah apabila terdapat beberapa kekurangan. 
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3. Perpanjangan pengamatan 

4. Diskusi dengan teman. 

 

3.7 Waktu dan Jadwal Penelitian 

 Adapun tabel jadwal penelitian yang dilaksanakan dari bulan Oktober 

dan berakhir pada bulan November 2019. 

Tabel 3.2 

Jadwal Penelitian 

No Jenis Kegiatan I II III IV V VI 

1 Persiapan Penelitian       

2 Pengumpulan Data 

Skunder 

      

3 Penelitian awal dan 

Seminar proposal 

      

4 Penelitian Lapangan       

5 Pengolahan Data        

6 Sidang Akhir       
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1  Deskripsi Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini penulis lakukan di Kantor Bupati  Simeulue yang beralamat 

di Jalan Teuku Diujung Sinabang, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Simeulue 

Timur (Simtim). Pada bab ini penulis ingin menjabarkan atau mendiskripsikan 

tentang lokasi penelitian serta capaian visi misi yang telah di implementasikan 

oleh Bupati  Simeulue selama masa jabatan dari 2017 sampai sekarang terkait 

peningkatan kesejahtraan masyarakat berbasis teknologi. Dalam bagian ini akan 

dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan konsep konsep yang 

telah dipaparkan sebelumnya. 

4.2      Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

  Simeulue adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh. Perjuangan 

untuk meningkatkan status Simeulue menjadi sebuah kabupaten telah dimulai 

sejak tahun 1957 melalui Konggres Rakyat Simeulue. Sebelum tahun 1965, 

wilayah yang terletak di sebelah barat daya Provinsi Aceh ini merupakan salah 

satu kawedanan dan bagian dari Kabupaten Aceh Barat.Sejak tahun 1967 sampai 

tahun 1996. Kabupaten Simeulue merupakan gugus kepulauan dengan panjang 

±100,2 Km dan lebarnya antara 8 - 28 Km. Daerah ini terdiri dari pulau-pulau 

besar dan beberapa pulau kecil disekitarnya. Berdasarkan data dari Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, terdapat sekitar 63 buah pulau-pulau besar dan kecil 

antara lain Pulau Siumat, Pulau Panjang, Pulau Batu Berlayar, Pulau Teupah, 

Pulau Mincau, Pulau Simeulue Cut, Pulau Pinang, Pulau Dara, Pulau Langgeni, 

Pulau Linggam, Pulau Lekon, Pulau Silaut Besar, Pulau Silaut Kecil, Pulau Tepi, 
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Pulau Ina, Pulau Alafula, Pulau Penyu, Pulau Tinggi, Pulau Kecil, Pulau Khala-

khala, Pulau Asu, Pulau Baby, Pulau Lasia, Pulau Simanaha  dan pulau-pulau 

kecil lainnya. (BPS Kabupaten Simeulue 2012-2017). 

4.2.1 Keadaan Geografi    

Letak Kabupaten Simeulue dengan ibukotanya Sinabang terletak di 

sebelah barat daya provinsi Aceh, berjarak 105 Mil laut dari Meulaboh, 

Kabupaten Aceh Barat, atau 85 Mil laut dari Tapak Tuan, Kabupaten Aceh selatan 

serta berada pada koordinat  2º15’ - 2º55’ LU dan 95º40’ - 96º30’ BT. 

Kabupaten Simeulue merupakan gugus kepulauan yang terdiri dari 147 pulau 

besar dan kecil, luas keseluruhan Kabupaten Simeulue adalah 1.839,09 Km
2
atau 

183,809 Ha. Pulau yang terbesar adalah pulau Simeulue, selain pulau Simeulue 

terdapat pulau-pulau lainnya yaitu pulau Siumat, pulau Panjang, pulau Batu 

Berlayar, pulau Teupah, pulau Mincau, pulau Simeulue Cut, pulau Pinang, pulau 

Dara, pulau Langeni, pulau Linggam, pulau Leukon, pulau Silaut Besar dan Silaut 

kecil (terluar), pulau Tepi, pulau Ina, pulau Alafulu, pulau Penyu, pulau Tinggi, 

pulau Kecil,  pulau Khalak-khalak, pulau Asu, pulau Babi, pulau Lasia dan pulau-

pulau lainnya. Kepulauan ini di kelililngi oleh Samudra Indonesia dan berbatasan 

langsung dengan perairan internasional. Kabupaten Simeulue dibagi menjadi 10 

Kecamatan yaitu Kecamatan Alafan, Kecamatan Salang, Kecamatan Simeulue 

Barat, Kecamatan  Simeulue Tengah, Kecamatan Simeulue Timur, Kecamatan 

Simeulue Cut, Kecamatan Teupah Barat, Kecamatan Teupah Tengah, Kecamatan 

Teupah Selatan dan Kecamatan Teluk Dalam. (BPS Kabupaten Simeulue 2017-

2021). 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Alafan,_Simeulue
http://id.wikipedia.org/wiki/Salang,_Simeulue
http://id.wikipedia.org/wiki/Simeulue_Barat,_Simeulue
http://id.wikipedia.org/wiki/Simeulue_Barat,_Simeulue
http://id.wikipedia.org/wiki/Simeulue_Tengah,_Simeulue
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http://id.wikipedia.org/wiki/Teupah_Barat,_Simeulue
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4.2.2 Keadaan Iklim dan Cuaca 

       Daerah Simeulue pada umumnya beriklim tropika basah dengan curah 

hujan rata rata 3.170 mm / Tahun, dan 234 hari hujan pada tahun 2014. Keadaan 

cuaca di tentukan oleh penyebaran musim. Pada musim barat yang berlangsung 

sejak bulan September hingga Februari, sehingga terjadi hujan yang disertai badai 

dan gelombang besar sehingga berbahaya bagi pelayaran. Sedangkan pada musim 

timur yang berlangsung pada bulan Maret sampai Agustus, biasanya terjadi 

kemarau yang di selingi hujan yang tidak merata serta keadaan laut yang relatif 

tenang. Suhu berkisar antara 25
0
C – 33

0
C serta kelembaban nisbi antara 60% - 

75% yang berlangsung sepanjang tahun. (BPS Kabupaten Simeulue 2012-2017). 

Kepulauan Simeulue bukan merupakan kepulauan vulkanik tetapi 

memiliki curah hujan yang tinggi karena di kelilingi samudera yang luas. 

Tanahnya umumnya memiliki tingkat keasaman yang tinggi , seperti podsolik 

merah kuning, podsolik merah coklat, alluvial, organosol, batu kapur dan tanah 

gambut. Titik terendah pulau Simeulue terletak pada nol meter diatas permukaan 

laut. Sedangkan titik tertingginya terletak 600 meter diatas permukaan laut. 

Sebagian besar wilayahnya terletak pada ketinggian 0 – 300 meter di atas 

permukaan laut  dan sisanya merupakan daerah berbukit - bukit dengan 

kemiringan dibawah 18
0
 yang terletak di tengah pulau. (BPS Kabupaten Simeulue 

2012-2017). 

4.2.3 Sosial Budaya 

Masyarakat Simeulue merupakan masyarakat yang heterogen dengan 

banyak suku dari berbagai daerah. Pulau ini memiliki dua bahasa, yaitu bahasa 

Devayan, bahasa Leukon, dan bahasa Sigulai yang digunakan sebagian besar 
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masyarakat. Khusus sekitar kota Sinabang, menggunakan bahasa masyarakat 

pesisir Sumatera (bahasa Aneuk Jamee). Akibat akulturasi budaya menyebabkan 

Simeulue memiliki beberapa kesenian yang diadopsi dari berbagai suku seperti 

Aceh, Nias, Batak dan Sulawesi (Bugis). Mayoritas penduduk Simeulue memeluk 

agama Islam dan umumnya masyarakat cepat beradaptasi dengan para pendatang 

sehingga tidak menyulitkan dalam pergaulan sehari-hari. (BPS Kabupaten 

Simeulue 2017-2021). 

4.2.4 Keadaan Demografi 

1. Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar dalam 

kehidupan manusia. Bahkan pendidikan telah dimulai sejak manusia itu ada dan 

menjadi salah satu sarana manusia dalam mencari arah dalam mencapai tujuan 

hidup. Kemajuan pendidikan suatu daerah tidak lepas dari usaha pemerintah. 

Jumlah lembaga pendidikan formal Kabupaten Simeulue Tahun 2021 yang paling 

banyak adalah lembaga pendidikan SD/MI yaitu sebanyak 127 unit, TK dan 

PAUD yaitu sebanyak 117 unit, kemudian, SLTP/MTs Negeri dan swasta 

sebanyak 54 unit, SLTA/MA Negeri dan swasta sebanyak 29 unit, SMK sebanyak 

6 unit dan POMPES dan Diniyah  sebanyak 8 unit. 

4.2.5 Kondisi Sosial 

Pada umumnya warga masyarakat telah menerima dan menghayati 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar berbangsa dan 

bernegara, namun implementasi di lapangan belum sesuai dengan apa yang 

diharapkan terlebih dengan bergulirnya era globalisasi sehingga terkesan 
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Pancasila bukan merupakan hal yang harus benar-benar dihayati dan diamalkan 

sebagai pedoman dalam hidup bangsa Indonesia.  

4.2.6 Ekonomi 

a. Kabupaten Simeulue memiliki ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan 

yaitu disektor pertanian, peternakan dan perikanan serta home industri yang 

telah menunjukan kemajuan. 

b. Bahan pokok terutama beras, gula, terigu, masih didatangkan dari luar 

daerah dengan harga relatif naik turun namun terjangkau oleh daya beli 

masyarakat. 

c. Lapangan kerja yang tersedia adalah dimana terdapat PT. PDKS yang 

bergerak dalam bidang perkebunan sawit, dan usaha perumahan yang 

bergerak dalam bidang kerajinan tangan dan nelayan. 

4.2.7 Teknologi  

Pelaksanaan program teknologi yang merupakan determinasi program 

komunikasi pembangunan ditingkat nasional dan direncanakan hingga tingkat 

daerah dalam beberapa belum berjalan efektif. Ini dapat dilihat dari kondisi 

awalnya, program yang dicanangkan oleh Kemkominfo berkoordinasi dengan 

pemerintah daerah, PT.Telkom Indonesia berjalan baik. Namun dalam 

perjalanannya beberapa fasilitas tidak bisa digunakan oleh beberapa SDM 

pengelola PLIK di Simeulue. Pada skala mikro, PLIK menjadi bagian sistem 

komunikasi di tingkat pembangunan daerah, karena perangkat teknologi 

komunikasi tersebut diaplikasikan untuk menyampaikan informasi pembangunan 

kepada masyarakat. Peluang dalam pemanfaatan PLIK sangat besar, karena saat 

ini Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue menghadapi kendala yang muncul 
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berkaitan dengan pemilihan lokasi dan ruangan yang kurang tepat, pendampingan 

yang kurang baik, lemahnya pengetahuan komputer masyarakat, dan kurangnya 

pelatihan TIK untuk Pembangunan Pusat Layanan Internet Kecamatan Dalam 

Sistem Komunikasi Pembangunan Daerah.... Budiman 57 masyarakat serta 

infrastruktur listrik yang belum memadai. Lemahnya pemanfaatan teknologi 

tersebut karena lemahnya kelembagaan yang tersedia. Tidak dilakukannya dialog 

dengan masyarakat ketika teknologi ini diperkenalkan, membuat masyarakat tidak 

mempunyai rasa memiliki dari proyek tersebut. Kurangnya antusiasme 

masyarakat dalam program ini bisa berakibat pada tingkat partisipasi dalam 

pembangunan nasional, Ini karena terputusnya akses informasi terutama yang 

terkait dengan pembangunan nasional. Agar pelaksanaan pembangunan PLIK 

dapat berjalan dengan baik, harus dipertimbangkan tentang lokasi pendistribusian 

program PLIK, bobot informasi, khalayak pengguna, dan pembiayaan. Sehingga 

proses komunikasi berbasis internet dapat berjalan dengan baik dan mendukung 

ekologi sistem komunikasi di daerah. Aspek kelembagaan juga harus diperkuat, 

antara lain bisa dilakukan dengan melibatkan masyarakat pada perencanaan 

sehingga kertelibatan mereka berakibat pada perasaan ikut memiliki dan 

menjaganya (sense belonging). 

4.2.8  Struktur Organisasi 

Berlandaskan pada qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 

tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabuaten Simeulue 

sebagaimana telah diubah dengan qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 

2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Simeulue 

yakni: 
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1. Susunan organisasi Sekda, terdiri dari: 

1) Sekda; 

2) Asisten; 

3) Staf ahli Bupati ; 

4) Bagian 

5) Sub bagian; dan  

6) Kelompok jabatan fungsional. 

2. Asisten, terdiri dari: 

1) Asisten pemerintahan, keistimewaan Aceh dan kesejahteraan rakyat; 

2) Asisten perekonomian dan pembangunan; dan 

3) Asisten administrasi umum. 

3. Asisten pemerintahan, keistimewaan Aceh dan kesejahteraan rakyat  

       sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari: 

a. Bagian pemerintahan, membawahi: 

1) Sub bagian administrasi pemerintahan; 

2) Sub bagian administrasi kewilayahan; dan 

3) Sub bagian kerjasama dan otonomi daerah. 

b. Bagian keistimewaan aceh dan kesejahteraan rakyat, membawahi: 

1) Sub bagian administrasi pemerintahan; 

2) Sub bagian kesejahteraan sosial; dan  

3) Sub bagian kesejahteraan masyarakat. 

c. Bagian hukum, membawahi: 

1) Sub bagian perundang-undangan; 

2) Sub bagian bantuan hukum; dan 
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3) Sub bagian dokumentasi dan informasi. 

4. Asisten perekonomian dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  

     huruf b, terdiri dari: 

a. Bagian perekonomian dan sumber daya alam, membawahi: 

1) Sub bagian pembinaan bumd dan blud; 

2) Sub bagian perekonomian; dan  

3) Sub bagian sumber daya alam. 

b. Bagian administrasi pembangunan, membawahi: 

1) Sub bagian penyusunan program; 

2) Sub bagian pengendalian program; 

3) Sub bagian evaluasi dan pelaporan; 

c. Bagian pengadaan barang dan jasa, membawahi: 

1) Sub bagian pengelolaan pengadaan barang dan jasa; 

2) Sub bagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; 

3) Sub bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. 

5. Asisten administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri  

    dari: 

a. Bagian umum, membawahi: 

1) Sub bagian tata usaha dan kepegawaian; 

2) Sub bagian perlengkapan; dan 

3) Sub bagian rumah tangga. 

      b. Bagian organisasi, membawahi: 

1) Sub bagian tata usaha dan kepegawaian; 

2) Sub bagian pelengkapan; 
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3) Sub bagian rumah tangga. 

     c. Bagian protokol dan komunikasi pimpinan, membawahi: 

1) Sub bagian protokol; 

2) Sub bagian komunikasi pimpinan; dan 

3) Sub bagian kinerja dan reformasi birokrasi. 

    d. Bagian perencanaan dan keuangan, membawahi: 

1) Sub bagian perencanaan; 

2) Sub bagian keuangan; dan 

3) sub bagian pelaporan. 

6. Staf ahli Bupati  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: 

a.   Staf ahli Bupati  bidang perekonomian, hukum dan politik; 

  b.  Staf ahli Bupati  bidag perekonomian, keuangan dan pembangunan; dan 

c. Staf ahli Bupati  bidang keistimewaan Aceh, sumber daya manusia dan  

  kerjasama. 

7. Bigian struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan  

     bagan yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati . 

4.2.9  Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue 

Tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan qanun Kabupaten 

Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan qanun 

Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan 

perangkat daerah Kabupaten Simeulue adalah sebagai berikut: 
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A) Tugas dan Fungsi Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Simeulue. 

1) Tugas 

a. Sekda mempunyai tugas membantu Bupati  dalam penyusunan kebijakan 

dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat 

daerah serta pelayanan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

b. Sekda mempunyai tugas memimpin sekretariat daerah dan membantu 

Bupati  dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan 

tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi. 

2) Fungsi 

 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 5, Sekda 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. Pengoorganisasian penyusunan kebijakan daerah; 

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat Kabupaten; 

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; 

d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi 

daerah; 

e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati  

dan/atau wakil Bupati  terkait dengan tugas dan fungsinya. 

B) Asiten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat 

1) Tugas 

a. Asisten pemerintahan, keistimewaan aceh dan kesejahteraan rakyat 

merupakan unsur pembantu Sekda yang mengoordinir di bidang 
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pemerintahan, keistimewaan dan kekhususan Aceh, kesejahteraan rakyat 

dan hukum serta pelaksanaan tugas perangkat daerah. 

b. Asisten pemerintahan, keistimewaan aceh dan kesejahteraan rakyat 

mempunyai tugas membantu Sekda dalam penyusunan kebijakan daerah di 

bidang pemerintahan, hukum dan pengoordinasian penyusunan kebijakan 

daerah di bidang keistimewaan dan kekhususan Aceh, kesejahteraan 

rakyat,pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dan 

pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

pemerintahan, keistimewaan dan kekhususan aceh, kesejahteraan rakyat 

dan hukum. 

2) Fungsi 

a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan 

kerjasama; 

b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang keistimewaan 

dan kekhususan aceh serta kesejahteraan rakyat; 

c. Pengoorganisasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang 

pemerintahan, keistimewaan dan kekhususan aceh, kesejateraan rakyat 

dan hukum; 

d. Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

pemerintahan dan hukum; 

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian 

tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang 

mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keistimewaan dan 

kekhususan Aceh serta kesejahteraan rakyat; dan  
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f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekda di bidang 

pemerintahan, keistimewaan da kekhususan Aceh, kesejahteraan rakyat 

dan hukum yang berkaitan dengan tuganya. 

C) Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

1) Tugas  

a. Asisten perekonomian dan pembangunan merupakan unsur pembantu 

sekda yang mengoordinir di bidang perekonomian, administrasi 

pembangunan, pengadaan barang dan jasa; 

b. Asisten perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas membantu 

sekda dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan 

kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan 

barang dan jasa. 

2) Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 30, asisten 

perekonomian dan pembangunan menyelenggarakan fungsi: 

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, 

administrasi pembangunan; pengadaan barang dan jasa; 

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang 

perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa; 

c. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pangadaan barang dan jasa; 

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

pengadaan barang dan jasa; 
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e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian 

tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang 

mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, 

administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekda bidang perekonomian, 

administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa yang berkaitan 

dengan tugasnya. 

D) Asisten Administrasi Umum 

1) Tugas 

a. Asisten administrasi umum merupakan unsur pembantu sekda yang 

mengoordinir di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi 

pimpinan serta perencanaan dan keuangan; 

b. Asisten administrasi umum mempunyai tugas membantu sekretaris daerah 

dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, 

pengoordinasan pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pemantauan 

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, 

protokol dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan keuangan. 

2) Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 51, asisten 

administrasi umum menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi; 

b. Pelaksanaan kebijakan di idang umum, protokol dan komunikasi pimpinan 

serta perencanaan dan keuangan; 

c. Pengoordinasan pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang organisasi; 
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d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, 

organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan 

keuangan; 

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan  daerah di bidang 

organisasi; 

f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi 

daerah; dan  

g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh sekda di bidang organisasi, 

umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya. 

E) Staf Ahli 

1) Tugas 

Staf ahli sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (6) mempunyai tugas: 

a. Memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis bidang  

     pemerintahan, hukum dan politik; 

b. Memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis bidang  

     ekonomi, keuangan dan pembangunan; 

c. Memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis di bidang  

keistimewaan Aceh, sumber daya manusia dan kerjasama. 

4.2.10 Kelompok Jabatan Fungsional 

 Menurut aturan qanun Kabupaten Simeulue, ada beberapa kelompok 

jabatan fungsional yang telah di tetapkan oleh pemerintah Simeulue antara lain 

sebagai berikut: 
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1. Pasal 78, kelompok jabatan fungsional pada Sekda mempunyai tugas 

melaksanakan sebahagian tugas Sekda sesuai dengan keahlian dan 

kebutuhan. 

2. Pasal 79, kelompok jabatan fungsional terbagi dalam beberapa kelompok 

jabatan fungsional sesuai dengan bidang dan ahlinya. 

3. Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati  

dan bertanggung jawab kepada Sekda. 

4. Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja. 

5. Jenis dan jenjang tenaga fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) 

diatur sesuai dengan peraturan perundang-undang. 

Qanun Kabupaten Simeulue juga menjelaskan terkait kepegawaian, 

jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian demana sebagai berikut: 

a.  Kepegawaian  

1. Sekda diangkat dan di berhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati . 

2. Asisten, staf ahli Bupati , kepala bagian dan sub bagian pada sekda 

diangkat dan di berhentikan oleh Bupati . 

3. Pejabat fungsional diangkat dan di berhentikan sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

4. Undur-unsur lain di lingkungan Sekda diangkat dan diberhentikan sesuai 

dengan perundang-undangan. 

b.  Jabatan 

1. Pasal 81, jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian di tetapkan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 
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2. Pasal 82, sekda merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan 

Eselon II.a. 

3. Asisten dan staf ahli Bupati  merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama 

dengan esolen II.b. 

4. Kepala bagian merupakan jabatan administrator dengan Eselon III.a. 

5. Kepala sub bagian merupakan jabatan pengawas dengan Eselon IV.a. 

4.3  Hasil Penelitian 

4.3.1 Pencapaian Visi Misi Bupati  Simeulue Periode 2017-2022, terkait 

“meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi 

kerakyatan dan pemanfaatan teknologi”. 

 

Salah satu hal terpenting Kantor Bupati  dalam merumusan kebijakan 

pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam lima 

tahun mendatang (impact) berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini serta 

permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 

lima tahun ke depan. Impact pembangunan sebagai salah satu komponen penting 

arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (high level indicators) yang akan 

dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang. 

Rumusan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang ini 

kemudian dirangkum secara jelas dan padat dalam rumusan visi dan misi 

pembangunan. 

Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Simeulue tahun 2017-2022, 

yakni “Terwujudnya Simeulue yang maju, Sejahtera dan bermartabat dalam 

bingkai masyarakat Madani”. Makna dari “Simeulue yang maju, Sejahtera dan 

bermartabat dalam bingkai masyarakat Madani” adalah Simeulue sebagai sebuah 

kota yang warganya memegang teguh nilai budaya, mampu mengatasi berbagai 
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tantangan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, memiliki 

indikator pertumbuhan sosial dan ekonomi yang baik, serta terpenuhi segala 

kebutuhannya lahir maupun batin. 

Simeulue Seluruh wilayah yang dinyatakan sebagai wilayah Kabupaten 

Simeulue berdasarkan UndangUndang No. 48 Tahun 1999 dan penduduk yang 

terjaga secara administrasi sebagai penduduk Kabupaten Simeulue.  

Madani Perwujudan implementasi norma agama dan nilai budaya sebagai 

landasan moral dan spiritual dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dalam 

rangka penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh 

masyarakat Kabupaten Simeulue yang memiliki keutamaan untuk selalu 

melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran sehingga terbentuk karakter 

dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya  

Maju artinya Sikap dan kondisi masyarakat Simeulue yang mampu 

memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju yang ditandai dengan pemantapan 

infrastruktur dan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas guna pemerataan 

pendapatan masyarakat.  

Sejahtera artinya Kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh 

dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya, 

terutama pangan, sandang dan papan secara merata.  

Bermartabat artinya Sikap dan kondisi masyarakat yang secara aktif 

mampu merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi dalam proses 

pembangunan berlandaskan Dinul Islam serta memperhatikan kearifan lokal. 

Berdasarkan paparan visi dan misi diatas apakah semuanya visi dan  misi 

yang dituangkan pada saat ini sudah tecapai atau belum. Hal ini dilihat 
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berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan  dengan beberapa nara sumber 

salah satunya adalah  AS salah seorang pengamat Politik di Kabupaten Simeulue 

mengatakan bahwa: “kinerja pemerintahan terkait visi misi Bupati  simeulue pada 

saat ini sudah tercapai 80 persen dalam hal ini dilihat  dari berbagai aspek 

pembagunan yang sudah dibangun seperti sarana jalan, pemberdayaan ekonomi 

masyarakat dengan perluasan area perkebunan serta adanya pemberian modal 

usaha bagi usaha mikro kecil ”. (Wawancara tanggal 11 Agustus 2020 ). 

 Kemudian  NS (Asisten dua Kantor Bupati ) dalam  wawancara  

dengan  beliau  sebagai berikut: 

“setiap daerah mempunyai visi dan misi tersendiri berdasarkan kinerja 

pemerintah selama ini terkait pencapaian visi dan misi bapak Bupati  

sudah menjalankannya secara menyeluruh walaupun belum sepurna 

seutuhnya karena masa jabatan beliau masih ada sampai 2022 nanti, 

setiap program yang dirancang selam ini sudah dijalankan sesuai visi 

dan misi beliau (Wawancara tanggal 11 Agustus 2020 ). 

 

BD salah seorang Humas Protokol di Kabupaten Simeulue mengatakan 

bahwa: “kinerja pemerintahan terkait visi misi Bupati  simeulue pada saat ini 

sudah tercapai dalam hal ini dilihat  dari berbagai aspek pembagunan yang sudah 

dibangun seperti sarana jalan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan 

perluasan area perkebunan serta adanya pemberian modal usaha bagi usaha mikro 

kecil ”. (Wawancara tanggal 11 Agustus 2020 ). 

LS (Mahasiswa)  mengatakan: Menurut saya kinerja pemerintah salama ini 

sudah sesuai dengan visi dan misi  yang dijalankan selama ini walaupun tidak 

semuanya tercapai paling tidak sudah tercapai 70 persen menurut saya. 

(Wawancara tanggal 23Februari  2021). 
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NR  (Mahasiswa)  mengatakan: Menurut telaah kami kinerja pemerintah 

salama ini sudah dijalankan sesuai dengan konsep dari mereka walaupun 

kenyataannya banyak yang belum  tercapai. (Wawancara tanggal 12 Agustus 

2020). 

SN (Masyarakat) menambahkan, bahwa: kinerja pemerintah Kabupaten 

Simelue kalau menurut hemat saya banyak yang belum beres kalau secara khusus, 

namun kalau secara umum, adalah sediki perubahan dari tahun-tahun 

sebelummnya. (Wawancara tanggal 13 Agustus 2020 ). 

OA (Masyarakat) menambahkan, bahwa: kinerja pemerintah selama ini 

sudah bagus , sudah sesuai lah dengan visi dan misi beliau. (Wawancara tanggal 

13 Agustus 2020 ). 

MSD (Masyarakat) menambahkan, bahwa: belum meratanya 

pembangunan secara keseluruhaan, artinya visi misi yang sudah di paparkan 

dihadapan masyarakat dulu belum berjalan sebagaimana yang dikatakan. 

(Wawancara tanggal 13 Agustus 2020 ). 

Berdasarkan wawacara di atas maka dapat dipahami bahwa kinerja 

pemerintahan terkait visi misi Bupati  simeulue pada saat ini sudah tercapai 80 

persen sehingga perlu adanya trobosan baru dalam meningkatkan kinerja 

pemerintah kabupaten simeulu demi tercapainya visi misi secara menyeluruh . 

Fokus penelitian yang Kedua  yaitu perumusan  tujuan  Bupati   terkait 

peningkatan   kesejahteraan   masyarakat   yang   berbasis   ekonomi   dan 

teknologi sudah sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan 

hasil penelitian lapangan ditemukan  beberapa orang  narasumber terlihat dan 

terungkap dalam penelelitian lapangan  dibawah ini:  
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AS salah seorang pengamat Politik di Kabupaten Simeulue mengatakan 

bahwa: “  

“Dalam meningkatkan  kesejahteraan   masyarakat   pemerintah simelue 

sudah banyak berbuat seperti pembukaan wisata realiji yang baru-baru ini 

dilakukan selain itu  Rencana pengembangan kawasan pariwisata di 

wilayah Kabupaten Simeulue dilakukan untuk memanfaatkan potensi 

wisata guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan 

kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan 

alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu 

arahan pengembangan kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten 

Simeulue secara ruang untuk dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

 meningkatkan devisa dari sektor pariwisata dan meningkatkan investasi 

di daerah;, mendorong kegiatan lain yang ada di sekitarnya;  

meningkatkan pendapatan masyarakat; meningkatkan kontribusi pada 

pendapatan daerah dan nasional;  meningkatkan kesempatan kerja; 

melestarikan budaya lokal; meningkatkan perkembangan masyarakat;”. 

(Wawancara tanggal 11 Agustus 2020 ). 

 

 Kemudian  NS (Asisten dua Kantor Bupati ) dalam  wawancara  dengan  

beliau  sebagai berikut: 

“Dalam meningkatkan  kesejahteraan   masyarakat   pemerintah simelue 

sudah banyak membuka peluang usaha seperti  pembukaan tempat wisata 

di babagi daerah baik di tingkat kabupaten maupunj desa sudah dilakukan  

yang bertujuan untuk penyerapan tenaga kerja sehingga tingkat 

pengaggruran dapat terkurangi serta adanya tingakat pendapatan 

masyarakat(Wawancara tanggal 11 Agustus 2020). 

 

BD salah seorang Humas Protokol di Kabupaten Simeulue mengatakan 

bahwa:  

 

“Dalam meningkatkan  kesejahteraan   masyarakat   pemerintah simelue 

sudah banyak berbuat seperti pembukaan wisata realiji yang baru-baru ini 

dilakukan selain itu  Rencana pengembangan kawasan pariwisata di 

wilayah Kabupaten Simeulue dilakukan untuk memanfaatkan potensi 

wisata guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan 

kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan 

alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan ”. (Wawancara 

tanggal 11 Agustus 2020 ). 

 

LS (Mahasiswa)  mengatakan: Menurut saya Dalam meningkatkan  

kesejahteraan   masyarakat   pemerintah simelue Sudah bagus, tergantung yang 

menjalankan. Ada beberapa yang menjalanan tidak benar, jadi hasilnya tidak 
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maksimal. Mugkin jika yang menjalankan benar hasilnya akan bagus. 

(Wawancara tanggal 23Februari  2021). 

NR (Mahasiswa)  mengatakan: Menurut telaah kami Dalam meningkatkan  

kesejahteraan   masyarakat   pemerintah simelue sudah dilakakukan sesuai dengan 

kemampuan daerah seperti yang diharapkan masyarakat, bagian ekonominya 

seperti pemerataan bibit padi, untuk teknologi sudah ada kemajuan dibagian 

jaringan telephone walaupun kenyataannya banyak yang belum  tercapai. 

(Wawancara tanggal 12 Agustus 2020 ). 

SN (Masyarakat) menambahkan, bahwa: Dalam meningkatkan  

kesejahteraan   masyarakat   pemerintah simelue masih sangat kurang karena kami 

rakyat kecil masih susah dalam mencari pekerjaan sehingga tingkat kesejahteraan 

kami otomatis sangat kurang, apa lagi sekarang ini covid kan maka lebih susah 

lagi kami dalam  memenuhi kebutuhan kami. (Wawancara tanggal 13 Agustus 

2020 ). 

OA (Masyarakat) menambahkan, bahwa: Dalam meningkatkan  

kesejahteraan   masyarakat   pemerintah simelue selama ini sudah bagus , sudah 

sesuai lah dengan visi dan misi beliau. (Wawancara tanggal 13 Agustus 2020 ). 

MSD  (Masyarakat) menambahkan, bahwa: kalau dibilang sejahterah 

kayakanya masih jauh untuk kami sebagai masyarakat biasa (Wawancara tanggal 

13 Agustus 2020 ). 

Berdasarkan wawacara di atas maka dapat dipahami bahwa visi misi 

Bupati  dalam meningkatkan  kesejahteraan   masyarakat   pemerintah simelue 

secara pemerintahan sudah dijalakan secara maksimal namun  realisasi yang di 

realisasi yang dirasakan oleh masyarakat belum terlaksana dengan baik. 
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Fokus penelitian yang ketiga yaitu pengembangan alternatif dari misi  

Bupati  tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan berdasarkan hasil 

penelitian lapangan ditemukan  beberapa orang  narasumber terlihat dan 

terungkap dalam penelelitian lapangan  dibawah ini:  

AS salah seorang pengamat Politik di Kabupaten Simeulue mengatakan 

bahwa: “Pengembangan alternatif dari misi  Bupati  tidak berjalan sesuai dengan 

yang direncanakan maka dari itu pemerintah harus membuat sebuah kebijakan 

baru seperti menekakan setiap stehonder untuk bekerja secara maksimal dan 

adanya  pengawawan lebih ketat demi tercapainya misi tersebut”. (Wawancara 

tanggal 11 Agustus 2020 ). 

 NS (Asisten II Kantor Bupati ) dalam  wawancara  dengan  beliau  

sebagai berikut: 

“Pengembangan alternatif dari misi  Bupati  adalah  kalau menurut saya 

Alternative nya saya tidak tau, mungkin pak Bupati  punya alternative 

yang kita tidak tahu. Namun setau saya menggerakkan seluruh  aspek baik 

dari segi pemerintahan maupun anggota dewan setempat, serta meminta 

saran dari setiap staf ahli  yang ada sehingga apa yang menjadi misi dapat 

tercapai  (Wawancara tanggal 11 Agustus 2020 ). 

 LS (Mahasiswa)  mengatakan: Menurut saya  Mengajak berdiskusi dengan 

Bupati  untuk menanyakan kenapa visi misinya tidak berjalan, dan menuntut 

untuk memenuhi janjinya seperti yang dikatakan ketika kampanye. (Wawancara 

tanggal 23Februari  2021). 

NR  (Mahasiswa)  mengatakan: Menurut saya Pengembangan alternatif 

dari misi  Bupati  adalah dengan terus percaya dan yakin apa yang sedang 

dilakukan pemerintah saat ini tidak lain hanya untuk kesejahteraan masyarakat 

serta kita sebagai mahasisiwa juga harus bisa menyumbangkan saran demi 
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tercapainya misis tersebut. (Wawancara tanggal 12 Agustus 2020 ). 

SN (Masyarakat) bahwa: Pengembangan alternatif dari misi  Bupati   bagi 

saya kurang tahu saya karena kami masyarakat kecil. (Wawancara tanggal 13 

Agustus 2020 ). 

OA (Masyarakat) menambahkan, bahwa: Pengembangan alternatif dari 

misi  Bupati   yaitu mengajak segenap pemangku jabatan untuk sama-sama 

mencarai solusi sehingga misi tersebut harus tercapai(Wawancara tanggal 13 

Agustus 2020 ). 

MSD  (Masyarakat) menambahkan, bahwa: kalau menurut saya tidak ada 

pengembangan alternatif  karena saya tidak tahu  (Wawancara tanggal 13 Agustus 

2020 ). 

Berdasarkan wawacara di atas maka dapat dipahami bahwa 

Pengembangan alternatif dari misi  Bupati  yaitu pemerintah harus membuat 

sebuah kebijakan baru seperti menekakan setiap stehonder untuk bekerja secara 

maksimal dan adanya  pengawawan lebih ketat demi tercapainya misi tersebut  . 

Fokus penelitian yang Keempat yaitu kelayakan misi Bupati  Simeulue 

terkait peningkatan kesejahteran masyarakat berbasis ekonomi dan teknologi di 

tengah-tengah masyarakat berdasarkan hasil penelitian lapangan ditemukan  

beberapa orang  narasumber terlihat dan terungkap dalam penelelitian lapangan  

dibawah ini:  

AS salah seorang pengamat Politik di Kabupaten Simeulue mengatakan 

bahwa: misi Bupati  Simeulue terkait peningkatan kesejahteran masyarakat 

berbasis ekonomi dan teknologi di tengah-tengah masyarakat sudah sangat layak”. 

(Wawancara tanggal 11 Agustus 2020 ). 
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 Kemudian  NS (Asisten dua Kantor Bupati ) dalam  wawancara  

dengan  beliau  sebagai berikut: 

“Misi Bupati  Simeulue terkait peningkatan kesejahteran masyarakat 

berbasis ekonomi dan teknologi di tengah-tengah masyarakat  sudah 

sangat layak karena Layak atau tidak itu masyarakat yang akan 

menilai, tapi seperti yang kita lihat semua yang sudah dijalankan 

memang layak untuk dilakukan”. (Wawancara tanggal 11 Agustus 

2020). 

 

BD salah seorang Humas Protokol di Kabupaten Simeulue 

mengatakan bahwa: “misi Bupati  Simeulue terkait peningkatan 

kesejahteran masyarakat berbasis ekonomi dan teknologi di tengah-

tengah masyarakat sudah sangat layak”. (Wawancara tanggal 11 

Agustus 2020 ). 

 

LS (Mahasiswa)  mengatakan: Menurut saya Misi Bupati  Simeulue terkait 

peningkatan kesejahteran masyarakat berbasis ekonomi dan teknologi di tengah-

tengah masyarakat   sangat layak karena dunia kita saaat ini adalah dunia 

teknologi dimana sinyaknya sudah tidak susah lagi saat ini tidak perlu naik 

gunung lagi. (Wawancara tanggal 23Februari  2021). 

NR  (Mahasiswa)  mengatakan: Menurut telaah kami Misi Bupati  

Simeulue terkait peningkatan kesejahteran masyarakat berbasis ekonomi dan 

teknologi di tengah-tengah masyarakat   sudah sangat layak. (Wawancara tanggal 

12 Agustus 2020 ). 

SN (Masyarakat) menambahkan, bahwa: Misi Bupati  Simeulue terkait 

peningkatan kesejahteran masyarakat berbasis ekonomi dan teknologi di tengah-

tengah masyarakat   layak dijalakan karena memang kebutuhan masyarakat saat 

ini. (Wawancara tanggal 13 Agustus 2020 ). 

OA (Masyarakat) menambahkan, bahwa: Misi Bupati  Simeulue terkait 

peningkatan kesejahteran masyarakat berbasis ekonomi dan teknologi di tengah-
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tengah masyarakat   sudah sangat bagus serta layak. (Wawancara tanggal 13 

Agustus 2020 ). 

MSD  (Masyarakat) menambahkan, bahwa: Misi Bupati  Simeulue terkait 

peningkatan kesejahteran masyarakat berbasis ekonomi dan teknologi di tengah-

tengah masyarakat Layak, dan sangat mengapresiasi. (Wawancara tanggal 13 

Agustus 2020 ). 

Berdasarkan wawacara di atas maka dapat dipahami bahwa Misi Bupati  

Simeulue terkait peningkatan kesejahteran masyarakat berbasis ekonomi dan 

teknologi di tengah-tengah masyarakat sudah sangat layak karena Layak atau 

tidak itu masyarakat yang akan menilai, tapi seperti yang kita lihat semua yang 

sudah dijalankan memang layak untuk dilakukan  . 

Fokus penelitian yang Kelima  yaitu hasil akhir dari penerapan misi 

Bupati  Simeulue, berdasarkan hasil penelitian lapangan ditemukan beberapa 

orang  narasumber terlihat dan terungkap dalam penelelitian lapangan  dibawah 

ini:  

AS salah seorang pengamat Politik di Kabupaten Simeulue mengatakan 

bahwa: “hasil akhir dari penerapan misi Bupati  Simeulue Belum bisa kita 

evaluasi karna belum habis, mungkin bappeda bisa evaluasi karena mereka punya 

indicator nya ”. (Wawancara tanggal 11 Agustus 2020 ). 

 Kemudian  NS (Asisten dua Kantor Bupati ) dalam  wawancara  

dengan  beliau  sebagai berikut: 

“Kita bisa tau hasil evaluasinya itu ditahun terakhir menjabat, disitu 

baru ketahuan berapa persen pencapaian yang telah terlaksana dari 

visi dan misi yang telah dilakukan (Wawancara tanggal 11 Agustus 

2020 ). 
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BD salah seorang Humas Protokol di Kabupaten Simeulue 

mengatakan bahwa: “hasil akhir dari penerapan misi Bupati  Simeulue 

Belum bisa kita evaluasi karna belum habis, mungkin bappeda bisa 

evaluasi karena mereka punya indicator nya”. (Wawancara tanggal 11 

Agustus 2020 ). 

 

LS (Mahasiswa)  mengatakan: Menurut saya hasil akhirnya adalah belum 

tercapainya keseluruhan dari misi yang di rencanakan. (Wawancara tanggal 

23Februari  2021). 

NR  (Mahasiswa)  mengatakan: Menurut telaah kami kenyataannya 

banyak yang belum  tercapai. (Wawancara tanggal 12 Agustus 2020 ). 

SN (Masyarakat) menambahkan, bahwa: hasil akhir dari penerapan misi 

Bupati  Simeulue Belum bisa kita ketahui. (Wawancara tanggal 13 Agustus 2020). 

OA (Masyarakat) menambahkan, bahwa: kinerja pemerintah selama ini 

sudah bagus , sudah sesuai lah dengan visi dan misi beliau. (Wawancara tanggal 

13 Agustus 2020 ). 

MSD  (Masyarakat) menambahkan, bahwa: belum tahu apa hasil akhir dari 

penerapan misi Bupati  Simeulue nantinya. (Wawancara tanggal 13 Agustus 

2020). 

Berdasarkan wawacara di atas maka dapat dipahami bahwa hasil akhir 

dari penerapan misi Bupati  Simeulue Belum bisa diketahui karena masa 

jabatanya belum habis. 

Fokus penelitian yang Keenam yaitu implementasikan secara menyeluruh 

tentang visi dan misi Bupati  Simeulue berdasarkan hasil penelitian lapangan 

ditemukan  beberapa orang  narasumber terlihat dan terungkap dalam 

penelelitian lapangan  dibawah ini:  
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AS salah seorang pengamat Politik di Kabupaten Simeulue mengatakan 

bahwa: “kalau secara keseluruhan terkait visi misi Bupati  simeulue pada saat ini 

sudah tercapai 80 persen dalam hal ini dilihat  dari berbagai aspek pembagunan 

yang sudah dibangun seperti sarana jalan, pemberdayaan ekonomi masyarakat 

dengan perluasan area perkebunan serta adanya pemberian modal usaha bagi 

usaha mikro kecil ”. (Wawancara tanggal 11 Agustus 2020 ). 

 Kemudian  NS (Asisten dua Kantor Bupati ) dalam  wawancara  

dengan  beliau  sebagai berikut:  

“Implementasi secara keseluruhan sudah maksimal karena  Pak Bupati  

dilantik dengan visi dan misi, dan Alhamdulillah ada misi yang sudah 

terealisasikan dibidang jalan, dan sekarang lagi marak-maraknya 

pemerintah melaksanakan tingkat ekonomi, dan juga dibidang kesehatan 

ada yang sedang dibangun pukesmas dan Alhamdulillah ada yang sudah 

siap, dan kita bisa lihat bersama, dan di RS bisa kita lihat ada penambahan 

bangunan baru yang dulunya tidak ada. Dampak yang dapat kita lihat, 

kalau bangunan itu tidak ada, pasti masyarakat tidak percaya dengan visi 

misi kita (Wawancara tanggal 11 Agustus 2020 ). 

LS (Mahasiswa)  mengatakan: Menurut saya implementasi  pemerintah 

salama ini sudah sesuai dengan visi dan misi  yang dijalankan. (Wawancara 

tanggal 23Februari  2021). 

NR  (Mahasiswa)  mengatakan: Menurut telaah kami Implementasi secara 

keseluruhan pemerintah salama ini sudah dijalankan sesuai dengan konsep dan 

visi misi Bupati  terpilih. (Wawancara tanggal 12 Agustus 2020 ). 

SN (Masyarakat) menambahkan, bahwa: Implementasi secara keseluruhan 

pemerintah Kabupaten Simelue kalau menurut saya masih banyak yang belum 

beres. (Wawancara tanggal 13 Agustus 2020 ). 

OA (Masyarakat) menambahkan, bahwa: Belum, mungkin secara usaha 

sudah dilakukan secara totalitas tapi untuk hasilnya masih belum. (Wawancara 

tanggal 13 Agustus 2020 ). 
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MSD (Masyarakat) menambahkan, bahwa: belum meratanya 

pembangunan secara keseluruhaan, artinya visi misi yang sudah di paparkan 

dihadapan masyarakat dulu belum berjalan sebagaimana yang dikatakan. 

(Wawancara tanggal 13 Agustus 2020 ). 

Berdasarkan wawacara di atas maka dapat dipahami bahwa Implementasi 

secara keseluruhan pemerintah sudah dijalakan secara maksimal  yaitu aspek 

pembagunan yang sudah dibangun seperti sarana jalan, pemberdayaan ekonomi 

masyarakat dengan perluasan area perkebunan serta adanya pemberian modal 

usaha bagi usaha mikro kecil. 

4.3.2 Kendala dalam Pencapaian Visi Misi Bupati  Simeulue Periode 2017-

2022 yang sudah tercapai dan belum tercapai. 

 

Faktor kendala merupakan sesuatu hal yang menjadi persoalan dalam 

menjalankan misi pada suatu daerah sehingga berimbas pada pembangunan.  

Sebagaimana hasil wawancara dengan NS  selaku Asisten  II Kantor Bupati  

Simeulue mengatakan bahwa faktor kendala yang menjadi problem selam ini 

diantaranya adalah :  

1. Keuangan Daerah  

Pada Keuangan pemerintah yaitu Penerimaan PAD Kabupaten Simeulue 

masih tergantung pada penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak 

kenderaan bermotor dan biaya balik nama, retribusi, makan minum dll.. 

Secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengalami peningkatan, akan 

tetapi apabila dibandingkan dengan penerimaan dari dana perimbangan masih 

lebih kecil. Kondisi ini mengindikasikan tingkat ketergantungan daerah 

terhadap pemerintah pusat setiap tahunnya mengalami penurunan secara 
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persentase, akan tetapi secara nominal bantuan yang diterima Pemerintah 

Kabupaten Simeulue terus meningkat dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini 

mencerminkan bahwa sumber pembiayaan daerah ini masih mengharapkan 

dari pemerintah pusat, karena objek pajak yang ada di Kabupaten Simeulue 

sangat terbatas sebagai sumber pendapatan daerah, serta belum optimalnya 

pemanfaatan potensi pajak dan retribusi daerah yang ada. 

2. Sumber daya Ekonomi  

Kendala di sumber daya ekonomi dimana yaitu :  

a.  Masih belum berkembangnya sektor hilir (agroindustri) sehingga masih 

rendahnya nilai tambah sektor pertanian komoditas unggulan. Setiap tahun 

lahan–lahan potensi tanaman pangan dan hortikultura ada yang beralih 

(konversi) ke subsektor lain seperti perkebunan sawit.  

b. Rendahnya Produktifitas padi yang dihasilkan. Terjadinya kesenjangan 

produktivitas karena belum optimalnya teknologi yang digunakan, 

ketersediaan dan kualitas air masih belum sesuai kebutuhan pertanian 

c. Masih tingginya desa rawan pangan di Kabupaten Simeulue. Relatif masih 

rendahnya tingkat kesejahteraan dan cukup tingginya angka kemiskinan 

nelayan. Menyempitnya areal wilayah tangkapan yang dikuasai nelayan 

tradisional, karena peralatan/kapal dan teknologi yang dimiliki masih 

belum memadai.  

d. Rendahnya kualitas SDM nelayan dan penguasaan teknologi serta 

terbatasnya akses nelayan terhadap permodalan sehingga pembudidaya 

ikan belum mencapai skala usaha.  
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e. Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal dilakukan dibanding 

potensi lestarinya.  

f.  Tingginya tingkat kerusakan dari produksi perikanan, karena belum 

tersedianya coldstorage untuk penyimpanan dan angkutan perikanan 

tersebut ke daerah pemasaran.. Masih ada oknum masyarakat yang 

menggunakan alat tangkap ikan terlarang seperti menggunakan tuba, bom, 

setrum dan bom serta adanya pencurian ikan di laut, baik oleh masyarakat 

dari daerah lain maupun oleh warga negara asing. Pengembangan usaha 

budidaya sebagian masih berpencar, belum menerapkan konsep usaha 

kawasan sehingga sangat menyulitkan dalam pembinaan dan pengawasan. 

g. Terbatasnya tenaga penyuluh teknologi perikanan, khususnya tenaga 

pendamping teknologi yang berada di lapangan.  

h.  Tingkat keterampilan dan pendidikan nelayan dan pembudidaya ikan 

masih rendah. 

i.  Rendahnya produktivitas dan pendapatan usaha mikro, kecil dan 

menengah serta koperasi, terutama yang berkaitan dengan rendahnya 

kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya dalam bidang 

manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; serta 

rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. 

j.  Terbatasnya akses UMKM dan Koperasi kepada sumberdaya produktif. 

k. Tertinggalnya kinerja koperasi dalam memberikan kontribusi terhadap 

perekonomian dibandingkan dengan badan usaha lainnya yang disebabkan 

antara lain karena rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi 

koperasi. 18. Masih belum mampunya Kabupaten Simeulue dalam 
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menarik minat investor dalam hal penanaman modal baik dalam maupun 

asing.  

l.  Rendahnya tingkat pemeliharaan tanaman baik pangan maupun 

perkebunan rakyat.  

3. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup dimana  

a. Rendahnya nilai tambah sektor industri pengolahan berbasis komoditas 

unggulan.  

b. Belum optimalnya perhatian pada perkebunan rakyat. Memberikan 

perhatian yang lebih besar pada sub sektor perkebunan, terutama 

perkebunan rakyat. 

c.  Jaminan penyediaan dan aksesibilitas masyarakat pertanian, perikanan, 

dan kehutanan terhadap input produksi (pakan, pupuk, dan benih).  

d. Masih terbatasnya jumlah maupun kualitas Sumber Daya Manusia 

profesional dalam penguasaan teknologi dibidang perikanan, sehingga 

belum dapat memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. 

e. Tantangan monokultur tanaman tertentu, berpeluang merubah 

keseimbangan alam dan perubahan ekosistem, berdampak pada bencana 

alam seperti banjir dan kekeringan.  

Berdasarkan data di atas maka dapat dipahami bahwa jika kendala diatas 

sudah bisa diatasi maka pencapaian misi Bupati  terpilih saat ini sangat mudah 

untuk direalisasi.  
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BAB V 

PEMBAHASAN PENELITIAN 

5.1  Analisis pencapaian visi misi Bupati  Simeulue Periode 2017-2022, 

terkait “meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi 

kerakyatan dan pemanfaatan teknologi” 
 

Pencapaian visi misi Bupati  Simeulue Periode 2017-2022, terkait 

“meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan 

pemanfaatan teknologi belum terealisasi secara keseluruhan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan terkait visi misi Bupati  simeulue pada 

saat ini sudah tercapai 80 persen sehingga perlu adanya trobosan baru dalam 

meningkatkan kinerja pemerintah Kabupaten Simeulu demi tercapainya visi misi 

secara menyeluruh.  

Visi misi Bupati  dalam meningkatkan  kesejahteraan   masyarakat   

pemerintah simelue secara pemerintahan sudah dijalakan secara maksimal namun  

realisasi yang di realisasi yang dirasakan oleh masyarakat belum terlaksana 

dengan baik. Pengembangan alternatif dari misi  Bupati  yaitu pemerintah harus 

membuat sebuah kebijakan baru seperti menekankan setiap stehonder untuk 

bekerja secara maksimal dan adanya  pengawasan lebih ketat demi tercapainya 

misi tersebut.  

Misi Bupati  Simeulue terkait peningkatan kesejahteran masyarakat berbasis 

ekonomi dan teknologi di tengah-tengah masyarakat sudah sangat layak seperti 

yang kita lihat semua yang sudah dijalankan memang layak untuk dilakukan. 

Implementasi secara keseluruhan pemerintah sudah dijalakan secara maksimal  

yaitu aspek pembagunan yang sudah dibangun seperti sarana jalan,  sudah hampir 

menyeluruh atau sudah mencapai 87 % pemberdayaan ekonomi masyarakat 
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dengan perluasan area perkebunan serta adanya pemberian modal usaha bagi 

usaha mikro kecil sudah dilaksanakan 76 % dan sisanya akan dilaksanakan pada 

tahun 2021 ini. 

Visi misi Bupati  dalam meningkatkan  kesejahteraan   masyarakat   

pemerintah Simelue secara pemerintahan sudah dijalakan secara maksimal namun  

realisasi yang dirasakan oleh masyarakat belum terlaksana dengan baik atau baru 

tercapai  yaitu  65 % dan sisanya sedang dikerjakan pada tahun 2021 ini.  

Kemudian Implementasi secara keseluruhan pemerintah sudah dijalakan 

secara maksimal  yaitu aspek pembagunan yang sudah dibangun seperti sarana 

jalan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan perluasan area perkebunan serta 

adanya pemberian modal usaha bagi usaha mikro kecil seperti home industri 

(Kerajinan tangan, tukang jait dan tungkang tempel ban) dan kios-kios kecil. 

Kaitan Penelitian ini dengan teori   Scott    A.Bernard    (2005, h. 117),    sebuah    

visi mendeskripsikan   secara   singkat   strategi   kompetitif dari   sebuah 

perusahaan. Pernyataan visi harus pendek dan mudah di ingat. Sebuah pernyataan 

visi lebih dari sekedar slogan iklan, sebuah pernyataan visi ditujukan  pada  semua  

anggota  dari  perusahaan  untuk mengerti  arah dan tujuan utama yang sedang 

dituju, agar dapat mengkomunikasikan visi tersebut keluar dan kedalam 

perusahaan. Sebuah  pernyataan misi    mendeskripsikan    secara    ringkas    

tujuan    dari    perusahaan. Pernyataan  misi  ini  biasanya  panjang  untuk  

menjelaskan  poin  pada misi tetapi tidak terlalu mendetail. Sebuah pernyataan 

misi menjawab pertanyaan “Siapakah kami?” pada tingkat keseluruhan 

perusahaan. Sebuah    visi mendeskripsikan   secara   singkat   strategi   kompetitif 

dari   sebuah perusahaan. Pernyataan visi harus pendek dan mudah di ingat. 
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Sebuah pernyataan visi lebih dari sekedar slogan iklan, sebuah pernyataan visi 

ditujukan  pada  semua  anggota  dari  perusahaan  untuk mengerti  arah dan 

tujuan utama yang sedang dituju, agar dapat mengkomunikasikan visi tersebut 

keluar dan kedalam perusahaan. Sebuah  pernyataan misi    mendeskripsikan    

secara    ringkas    tujuan    dari    perusahaan. Pernyataan  misi  ini  biasanya  

panjang  untuk  menjelaskan  poin  pada misi tetapi tidak terlalu mendetail. 

5.2 Kendala dalam Pencapaian Visi Misi Bupati  Simeulue Periode 2017-2022 

yang sudah tercapai dan belum tercapai 

 

Kendala  merupakan sesuatu hal yang menjadi persoalan dalam 

menjalankan misi pada suatu daerah sehingga berimbas pada pembangunan.  

Adapun  Kendala dalam Pencapaian Visi Misi Bupati  Simeulue Periode 

2017-2022 diantaranya adalah Faktor penghambat eksternal yaitu keuangan, 

sumber daya ekonomi dan SDM  diamana tingkat pengangguran yang masih 

diatas rata-rata yaitu 60 persen penggangguran dan hanya 40 persen yang 

berkerja di instansi pemerintah dan swasta yang dalam pembangunan diantaranya 

adalah Faktor penghambat dari luar atau eksternal dalam pencapaian visi misi 

Bupati  adalah diantarnya adalah Kebijakan program berdasarkan hasil 

kesepakatan antara Bupati  dan DPRK setempat sehingga program yang 

dijalankan tidak selaras dengan misi Bupati . Kaitan Penelitian ini dengan misi 

Bupati  yang termuat dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, 

adalah dimana pembangunan itu proses perubahan kearah lebih baik tersebut 

hanya terwujud dengan melibatkan, menggerakkan manusianya baik dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta mengevaluasi hasilnya. Selain itu 

pembangunan merupakan suatu proses, ini dimaksudkan bahwa setiap usaha 
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pembangunan pasti memerlukan kesinam-bungan pelaksanaan, dalam arti tanpa 

mengenal batas akhir meskipun dalam perencanaannya dapat diatur berdasarkan 

azas skala prioritas dan suatu tahapan tertentu.  

Selain kendala diatas juga ada kendala yang paling utama yaitu Keuangan 

Daerah  Pada Keuangan pemerintah yaitu Penerimaan PAD Kabupaten Simeulue 

masih tergantung pada penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak 

kenderaan bermotor dan biaya balik nama, retribusi, makan minum dll., Sumber 

daya Ekonomi  serta Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup dimana 

Rendahnya nilai tambah sektor industri pengolahan berbasis komoditas unggulan. 

Belum optimalnya perhatian pada perkebunan rakyat. Memberikan perhatian yang 

lebih besar pada sub sektor perkebunan, terutama perkebunan rakyat. Jaminan 

penyediaan dan aksesibilitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan 

terhadap input produksi (pakan, pupuk, dan benih). Masih terbatasnya jumlah 

maupun kualitas Sumber Daya Manusia profesional dalam penguasaan teknologi 

dibidang perikanan, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan yang semakin 

meningkat.Tantangan monokultur tanaman tertentu, berpeluang merubah 

keseimbangan alam dan perubahan ekosistem, berdampak pada bencana alam 

seperti banjir dan kekeringan.. 

Kemudian  di bidang teknogi komunikasi di level daerah (Kabupaten 

Simeulue) dengan penggunaan TIK merupakan bagian dari perkembangan 

teknologi komunikasi. Sebagaimana konsep sistem yang terdiri atas beberapa sub-

sistem yang bekerja untuk totalitas tujuan sistem komunikasi, maka program 

PLIK merupakan determinasi sistem komunikasi di supra-sistem (pembangunan 

informasi di tingkat provinsi dan nasional) sesuai dengan semangat Pancasila, 



68 
 

 
 

UUD’45, otonomi daerah, dan keterbukaan informasi publik. Lingkungan sistem 

sosial yang menjadi bagian sistem komunikasi pembangunan daerah berkenaan 

dengan implementasi PLIK adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue, Dinas 

Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Simeulue, PT. Telkom 

Indonesia, dan mitra pendampingnya. Selain itu warga sebagai pengguna, dan 

pengelola PLIK. Mereka semua bisa disebut sebagai stakeholder dari PLIK. 

Program pembangunan PLIK belum melibatkan masyarakat tetapi dikelola 

langsung oleh dinas melalui pihak ketiga, sehingga pola komunikasi yang 

dijalankan oleh pemerintah daerah tidak memberikan akses pembelajaran bagi 

masyarakat untuk menggali inisiatif, kreativitas dan prakarsa lokal dalam 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya.  

Program-program tersebut Pembangunan Pusat Layanan Internet 

Kecamatan Dalam Sistem Komunikasi Pembangunan Daerah bersifat top-down 

sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan wilayah dan masyarakatnya. Akibatnya, 

pola komunikasi pembangunan sebagaimana tercermin dalam kegiatankegiatan 

forum komunikasi yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak cukup memberi 

ruang bagi stakeholders untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses 

komunikasi, sejak pada tahap perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan/pelaksanaan hingga tahap pengawasan. Tidak sinerginya subsitem-

sub-sistem dalam sitem tersebut membuat proses adopsi teknologi yang 

diperkenalkan kurang mendapat respon masyarakat. Seperti diketahui dalam 

sistem proses adopsi, sub-sistem yang ada di dalamnya adalah masyarakat, 

pemerintah desa, pendamping, dan opinion leader. Beberapa sub-sistem masih 

berorientasi pada output, yakni internetisasi desa dengan ukuran target tertentu 
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berdasarkan waktu tertentu pula. Ini dapat diihat dari awal ketika teknologi 

diperkenalkan, masyarakat dibiarkan sendiri menggunakan teknologi tersebut 

tanpa ada tenaga pendamping. Masyarakat yang memiliki persepsi kompleksitas 

suatu teknologi informasi dibiarkan sehingga persepsi tersebut makin menguat 

yang berakibat pada apatisme. Dalam pelaksanaannya, PLIK menuai kritik karena 

penempatan yang cenderung berada di ruas jalan besar, tidak tepat sasaran 

khalayak karena penggunanya hanya kalangan tertentu, bahkan satu unit 

perangkat PLIK di pasang di salah satu SKPD Pemerintahan Kabupaten 

Simeulue.  

Penetapan unit PLIK di kabupaten tidak memenuhi asas pemerataan, 

rendahnya motivasi penggunaan warga desa, rendahnya pengetahuan TIK oleh 

warga desa, kurangnya pelatihan TIK di kalangan warga perdesaan yang awam 

komputer, lemahnya pendampingan pemanfaatan TIK oleh SKPD pemerintah 

daerah, tidak kuatnya kelembagaan pemerintah yang mendukung program PLIK, 

dan faktor investasi infrastruktur di kecamatan yang tidak memadai, seperti 

kurangnya pasokan listrik atau sering terjadi pemadaman listrik seperti di Desa 

Nasrehe, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue, sehingga hanya tinggal dua 

unit komputer PLIK yang dikelola KUD Karya Muda yang dapat beroperasi. 

Faktor-faktor tersebut bisa saling terkait. Rendahnya motivasi dalam 

menggunakan internet bisa juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang 

TIK warga desa. Namun ada juga yang justru memiliki pengetahuan tentang 

internet, mereka juga tidak memanfaatkannya. Seperti yang terjadi di Kampung 

Aie, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue, tetapi hanya efektif 

berjalan selama 6 bulan saja. Masyarakat menilai fasilitas yang disediakan tidak 
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seperti yang mereka perkirakan. Warga enggan menggunakan, meskipun kualitas 

perangkat komputer baik namun akses internet dinilai lambat, sistem operasi 

komputer menggunakan open source yang kurang familiar serta ruangan yang 

tidak menggunakan penyejuk ruangan, sehingga banyak perangkat komputer yang 

rusak dan pengunjung merasa gerah. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1       Kesimpulan 
 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dipaparkan 

tentang Analisis Pencapaian Visi Misi Bupati  Simeulue Periode 2017-2022, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pencapaian Visi Misi Bupati  Simeulue Periode 2017-2022 pada saat ini 

sudah tercapai namun belum maksimal  dimana misi yang sudah tercapai  

yaitu aspek pembagunan yang sudah dibangun seperti sarana jalan, 

pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan perluasan area perkebunan serta 

adanya pemberian modal usaha bagi usaha mikro kecil sedangkan  misi yang 

belum tercapai diantaranya adalah tingkat penggangguran masih tinggi, 

kesenjangan ekonomi,  penguatan sinyal telkom  dan jalan di daerah pelosok 

desa.  

2. Kendala dalam Pencapaian Visi Misi Bupati  Simeulue Periode 2017-2022 

diantaranya adalah Faktor internal yaitu keuangan, sumber daya ekonomi dan 

SDM, sedangkan Faktor kendala dari luar atau eksternal dalam pencapaian 

visi misi Bupati  adalah diantarnya adalah Kebijakan program berdasarkan 

hasil kesepakatan antara Bupati  dan DPRK setempat sehingga program yang 

dijalankan tidak selaras dengan misi Bupati . 

 

6.2      Saran 

Dengan melihat uraian-uraian dalam hasil penelitian dan pembahasan 

serta kesimpulan,  penulis  memberikan  altenatif  pemecahan  berupa  saran  

sebagai berikut: 
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1. Pemerintah Kabupaten Simelue Diharapkan terus bekerja dan bebenah demi 

tercapainya visi misi yang direncanakan sehingga semua misi yang direncakan 

terealisasi.  

2. Bagi Masyarakat dapat selalu menjaga hasil pembangunan yang telah 

dilaksanakan secara bersama, sehingga akan bisa terus dinikmati dalam waktu 

yang lama, serta adanya kerja sama saling membenah antara pemerintah 

dengan demasyarakat setempat serta Diharapkan adanya peningkatan kinerja 

pemerintah kecamatan dan desa  demi terealisasinya Visi dan Misi Bupati  

Terpilih sehingga tinggkat kesejahteraan masyarakat merata sampai ke 

pelosok desa . 

3. Bagi  peneliti  yang  ingin  melakukan  penelitian  yang  lebih  lanjut  , maka 

dapat menggunakan metode-metode  yang  lain serta argumensi yang lebih 

mendalam. 
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